(Y

g{i (4

o

UNIVERSITASINDONESIA

TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU'’
DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI
TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPS

AURORA WINA MUTHMAINNAH
0806341545

FAKULTASHUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA

TABARRU’ DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM
ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

AURORA WINA MUTHMAINNAH
0806341545

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Aurora Wina Muthmainnah
NPM : 0806341545

Tanda Tangan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tanggal : 49 Jonuor\ 201

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aurora Wina Muthmainnah

NPM : 0806341545

Program Studi : Hukum (Hukum tentang Hubungan antar

: ama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi - \ AN TERHADAP PEMBAGIAN
P] ANA TABARRU’ DALAM

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkatnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN
TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU DALAM
ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
MENURUT HUKUM ISLAM”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka
memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum program kekhususan |
(hukum perdata) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menulis skripsi ini, penulis selalu didukung oleh orang-orang
disekitar penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-
dalamnya kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Ayah dan Bunda tercinta, Azwinnur Alamsyah dan Mimi Eka Manah serta
adik-adikku, Atina Bilgis dan Azdi Fauzan Khalid yang tidak pernah kenal
lelah memberikan semangat dan dorongan baik moril maupun materiil
ketika penulis putus asa saat menulis skripsi ini sehingga akhirnya skripsi
ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Penulis memohon maaf apabila
ketika menulis skripsi ini penulis seringkali marah tanpa alasan yang jelas,
juga kemanjaan penulis yang sering dirasakan oleh kalian. Juga terima
untuk mbak Khoir yang sering kali direpotkan oleh penulis untuk
membuatkan cemilan dikala mengerjakan skripsi.

2. lbu Fathonah, nenekku tercinta, yang seringkali menjadi teman curhat
penulis ketika penulis merasa penat, juga dzaky yang menjadi penyalur
kepenatan penulis. Aiys, om Ibo, tante Dewi, Apih, Amih, mbak Mita
yang menyadarkan penulis bahwa penulis masih memiliki banyak orang
yang mendukung penulis.

3. Alm. Prof Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, mantan Dekan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia beserta segenap pengajar, pahlawan tanpa
tanda jasa yang telah mewariskan ilmu pengetahuan yang berharga,
memberikan perhatian dan nasihat-nasihat yang membangun, serta hal

positif lainnya demi untuk kemajuan anak didiknya.

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



. mbak Fitriani A Sjarif, S.H., Pembimbing Akademik tercinta yang juga
sedang menyelesaikan desertasinya dan seringkali memberikan semangat
kepada penulis.

. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M dan ibu Farida Prihatini, S.H., M.H.,
CN., dosen pembimbing yang selalu dengan sabar memberikan bimbingan
dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak karna telah
meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk tetap memberikan bimbingan
kepada penulis dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menulis
skripsi. Berkat bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
tepat pada waktunya.

. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang
selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Penulis
selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia karena tanpa
adanya mereka kehidupan Penulis selama berkuliah belum tentu akan
selancar seperti yang Penulis rasakan. Untuk staff Biro Pendidikan, pak
Selam, pak Slamet, Pak Indra, Pak Rifa’i, pak Wahyu juga bapak-bapak
birpen lainnya. Juga untuk Pak John, staff bidang studi hukum
keperdataan, yang sangat ramah dan sering menolong dalam penyelesaian
skripsi Penulis.

. Untuk teman-teman dekat penulis, Annisaa Nurbaiti, Fluorine Sunardi,
Sokhib Nur Prasetyo, Prakoso Anto Nugroho, Nurul Kartika Dewi,
Beatrice Eka Putri, dan Fadilla Octaviani yang siap mendengarkan keluhan
penulis tentang apapun.

. Dwi Susilo Komar, sahabat terbaik dan orang yang selalu mendampingi
penulis, saat menulis skripsi, mencari bahan, selalu mendukung keputusan
penulis dan selalu menyemangati penulis untuk lulus 3,5 tahun.

. Untuk Loise, Dita, Riyu, Aziz, Okti, Ida, Nae, Eva, Mujab, keluarga K2N
selama di desa Nilulat, Juga abang-abang TNI di Perbatasan Nilulat dan
Distrik Oecussi Timor Leste. Terima kasih atas dukungannya dan doanya

untuk penulis, juga tawarannya yang mau membantu revisi.

10.Untuk Riri, Anggi, Aji, teman masa kecil yang tiba-tiba kembali kumpul

sama-sama. Kehadiran kalian memberikan penyegaran dalam hari-hari

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



penulis yang mulai membosankan. Terutama kebiasaan olahraga yang
akhir-akhir ini sering dilakukan.

11.Kepada Dwi Andista Putri yang siap sedia menemani penulis untuk
mencari bahan di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai
bolos kuliah.

12.Kepada Ananto Abdurrahman, Feriza Imaniar, Shima Kencono Putri,
Umar Bawahab dan lIman Hadi yang menjadi teman seperjuangan penulis
dalam penulisan skripsi dan saling mendukung dikala panik menunggu
bimbingan.

13.Dan yang terakhir untuk semua BPH BEM, terutama Pengurus Inti BEM
FHUI 2011 yang menjadi teman suka duka penulis di tahun 2011, juga
memberikan kelonggaran pada penulis untuk menyelesaikan skripsi
terlebih dulu sebelum menyelesaikan LPJ BEM FHUI.

14.Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah
memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk
penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak

langsung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang

sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini

tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi materi maupun segi

teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang akan

membacanya dan menjadi sumber pengetahuan untuk kemajuan ilmu hukum di

bumi Indonesia.

Depok, Januari 2012

Penulis

Vi

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan

dibawabh ini:

Nama : Aurora Wina Muthmainnah

NPM : 0806341545

Program Studi i Hukum (Hukum tentang Hubungan antar Sesama
Masyarakat)

Fakultas 5 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (NVon-exclusive Royalty-

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU’
DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM MENURUT HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau
memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 19 Jonuar 201
Yang Menyatakan,

3

(Aurora Wina Muthmainnah)

Vil

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



ABSTRAK

Nama : Aurora Wina Muthmainnah

Program Studi : Hukum (Hukum tentang Hubungan antar Sesama
Anggota Masyarakat)

Judul : TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN
SURPLUS DANA  TABARRU’ DALAM
ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT.
ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT
HUKUM ISLAM

Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berkembang seiring
dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang
sesuai dengan ketentuan Islam. Ciri khas dari asuransi syariah terutama PT.
Asuransi Takaful Umum adalah keberadaan akddrru’ yang ditujukan untuk
tolong menolong dengan prinsip keikhlasan, tanpa unsur pengharapan adanya
timbal balik kecuali dari Allah SWT. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan
akadtabarru’ dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam asuransi syariah serta
analisis mengenai pembagian surplus ddabarru’ sesuai hukum Islam
Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan
adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif
guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis. Dasar penggunaan akad
tabarru’ terdapat dalam Qur'an, Hadits, dan ljtihad. Dalam PT. Asuranasi Takaful
Umum, Akad ini digunakan untuk mengelola daabarru’ yang diambil dari
peserta asuransi. Dalam asuransi kebakaran rumah terdapat klausula yang
menyatakan bahwa dangbarru’ dapat diinvestasikan dan hasil surplus
investasinya dibagihasilkan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sesuai
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dianggap
kurang tepat karena dalam polis tersebut terdapat akadharabahyang
mengandung unsur pencarian keuntungan dan tidak sesuai dengan ketentuan
mengenatabarru’ yang didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak dalam
berakad.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Tabarru’ , Asuransi Kebakaran, PT. Asuransi
Takaful Umum

viii
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ABSTRACT

Name : Aurora Wina Muthmainnah

Study Program : Law (Law on the Relations among Peer Community
Members)

Title : REVIEW ABOUT TABARRU'FUNDS SHARING

PROFIT IN IN FIRE INSURANCE PT. GENARAL
TAKAFUL INSURANCE ACCORDING TO
ISLAMIC LAW

Sharia Insurance is a financial institution that keep growing along with the
complexity of need for protection in accordance with the provisions of Islam. The
main characteristic of sharia Insurance especially in PT. Asuransi Takaful Umum
Is Tabarru’ contract that is made for helping each other with sincerity principle
without reciprocity except from Allah SWT. This Thesis Focuse onTdigarru’
contract in Islamic Law and the application of the contract in PT. Asuransi
Takaful Umum and the analysis of ttabaru’ fund’'s sharing profit according to
Islamic law. This thesis use literature methods and the types of data that used are
secondary data. The analytical method used is a qualitative method to obtain
descriptive analytical data. The usedalfarru’ contract based on Qur’an, Hadits

and ljtihad. In PT. Asuranasi Takaful Umum, this contract is used to manage the
tabarru’ fund which take from Policy Holder. In fire insurance of PT. General
Takaful Takaful, there is a clause which states thattabarru’ funds can be
invested and the investment surplus has been distributed between insurance
company and policyholders in accordance with Fatwa that made by the Shari‘ah
Board of the National Council of Ulama Indonesia. This is something that can be
said to be less precise because there are elements in the policy which contains
elementsmudaraba quest for profit and not in accordance with the provisions of
tabarru’ which are based on each party's sincerity in making contract.

Keyword :  Sharia Insurance, Tabarru’ , Fire Insurance, PT. Asuransi Takaful
Umum
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BAB |
PENDAHULUAN

11 L atar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi didalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, muncul berbagai jenis masalah yang
semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat
pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha di bidang
perasuransian. Pembangunan prasarana transportasi sampai daerah pelosok
mendorong perkembangan transportasi darat, laut, udara dan meningkatkan
mobilitas penumparlg Ancaman bahaya lalu lintas juga meningkat, sehingga
kebutuhan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga maupun aset kekayaan menjadi
sebuah kebutuhan, terutama di kota besar di Indonesia, seperti Jakarta.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam
sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi
langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekdnoMénurut Prof.
Abdulkadir Muhammad, asuransi adal@iertanggungan atau perlindungan atas
suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kertigjiBalam Undang-
Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal

1 angka 1 dijelaskan bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
atau tanggung jawab hukum. terhadap pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungRan

! Abdulkadir MuhammadHukum Asuransi IndonesiaCetakan ke-4 (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2006) Hal. 4

2 Muhammad Azhar,Figh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) Hal. 49.

% Abdulkadir MuhammadQp.Cit, Hal. 5

* IndonesiaUndang-Undang tentang Usaha Perasuransid) No. 2 LN No. 13 Tahun
1992, TLN No. 3467. Pasal 1 angka 1

Universitas Indonesia
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Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari
masyarakat dan bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas suatu objek
dari ancama bahaya yang akan menimbulkan kertigian

Dalam perkembangan asuransi, muncul asuransi syariah sebagai hasil dari
pemikiran ulama kontemporer yang berkembang dari sistem zakathbgaitu
maal dan ditujukan untuk keperluan masyarakat akan asuransi dengan nilai-nilai
kelslaman dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam,
kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam. Asuransi syariah
merupakan satu dari lembaga keuangan syariah yang berhasil bertahan terhadap
serangan krisis global yang melanda perekonomian dunia.

Lembaga syariah pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an,
dimana pada saat itu lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah
yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum. Di Indonesia, Asuransi
syariah merupakan jenis usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan
yang harus dipenuhi, terutama setelah munculnya lembaga perbankan syariah
karena keduanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hal ini
merupakan bagian dari prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi yang
dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan
syariaff.

Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum
asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara
sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset datéhi@uu’ yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad

® Abdulkadir MuhammadQp.Cit, Hal. 5

® Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MB&twa Dewan Syariah
Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (Jakarta ; 2001)

Universitas Indonesia
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(perikatan) yang sesuai dengan sydri@tsuransi syariah merupakan nafas baru
diantara maraknya perkembangan asuransi konvensional di Indonesia.

Pada masa itu, banyak kalangan muslim yang menganggap melakukan
asuransi merupakan sesuatu yang haram dan menegadagian qadar atau
dengan kata lain, menentang takdir. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama
Islam seperti Sayid Sabig dan Muhammad Yusuf Qardawi yang menyatakan
bahwa dalam asuransi mengandung ugbarar (ketidakpastian)iba dansharfi
(jual beli dengan tidak sesuai). Asuransi juga dinyatakan serupa dbtagsin
(judi) dan mengandung unsur eksploitasi karena apabila tidak sanggup membayar
premi, maka pertanggungan akan dikurangi, bahkan dihentikan. Selain itu
asuransi juga dianggap menjadikan hidup dan mati seseorang sebagai objek
bisni€. Hal-hal tersebut tidak memiliki ruang dalam hukum Islam karena tidak
sejalan dengan prinsip syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan
kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita
sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk

menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang®artinya

“Hai orang-orang yang beriman bertagwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk

hari esok (masa depan) dan bertagwalah kamu kepada Allah.

Sesunguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”

Dengan kata lain, bahkan Allah pun menyuruh umat Islam untuk
mempersiapkan masa depan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk
mengatisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari.
Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Ma’shum Billah mengajukan sebuah

konsep yang diberi namtakaful yaitu sebuah usaha asuransi syariah yang

" Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan
Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonegidpgyakarta : Ull Press.
2007) Hal. 4

8 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat, Cet. KéSolo : Penerbit Tiga
Serangkai, 2007) Hal. 25

° http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledge/K_Syariah.aspx diakses tanggal
19 September 2011 pukul 8.33
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didalamnya dilakukan kerja sama antara para pesak&ful (pemegang polis
asuransi) atas prinsipl-mudharabaf’. Tertanggung disebut sebagai peserta,
sekaligus juga berperan sebagai pengusaha asuransi dan pemilik perusahaan.

Konsep asuransi syariah kemudian muncul untuk menjawab keraguan
masyarakat mengenai konsep asuransi konvensional yang dianggap haram.
Pengaturan mengenai asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang
No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan
secara teknis diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003
tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasufansi

Pada dasarnya, konsep dari asuransi syariah dan asuransi konvensional
adalah sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun, terdapat dua
hal mendasar yang membedakan keduanya, yang pertama adalah cara pengelolaan
risiko. Pada asuransi konvensional, pengelolaan Risikonya berupa transfer risiko
dari para peserta kepada perusahaan asuraskit(ansfej sedangkan pada
asuransi jiwa syariah menganut asas tolong menolong dengan membagi risiko
diantara peserta asuransi jiw@isk sharing). Berbeda dengan asuransi
konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan, asuransi syariah lebih
bersifat sosial. Hal ini dikarenakan Islam memandang “pertanggungan” sebagai
suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa
kemanusiaaif. Perbedaan yang kedua vyaitu cara mengelola unsur tabungan
produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi
syariah dan terbebas dari ungulva. Sedangkan pada asuransi konvensional
menganut sistem bunga.

Dalam asuransi Konvensional, akad yang digunakan adalah akad

mu’awadhah,yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu

19 Hasan Ali,Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis,
Teoritis dan Praktis(Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 11

2 Abdul Ghofur AnshoriQp.Cit, hal. 5

12 |pid. Hal. 61
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kepada pihak lain, berhak menerima pengganti dari pihak yang dibErited

inilah yang menjadikan asuransi konvensional dikatakan memiliki gisarnar

karena hal yang diperjual-belikan sendiri masih belum jelas, tergantung dengan
nilai pertanggungan barang (asuransi kerugian) maupun umur si tertanggung itu
sendiri (asuransi jiwa). Faktagharar inilah yang membuat praktik perjanjian
dalam asuransi konvensional dianggap cacat hukum, sesuai dengan unsur objektif
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang
sah haruslah mengenai objek yang jelas dan kausalitas yang halal.

Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad jual-beli,
asuransi syariah memiliki pilihan untuk menerapkan akad dalam asuransi syariah
yaitu akadmudharabahakadmudharabah musytakarabkadwakalah bil ujrah
dan akadrabarru’. Khususnya dalam asuransi kebakaran di PT Asuransi Takaful
Umum, didasarkan pada keinginan untuk saling tolong-menotekgfgl) yang
dijabarkan dalam aka@iabarru’ yang diniatkan untuk hibah. Hal ini dikarenakan
konsep nonsavingyang diterapkan dalam asuransi kerugian di PT. Asuransi
Takaful Umum yang menjadikan dana yang terkumpul betul-betul diarahkan dan
diniatkan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu diantara peserta
asuransi yang mendapat musibah Tujuan dari danaTabarru’ ini adalah
memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu
dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang
terkena musibah. Konsepakafuli yang digunakan oleh asuransi syariah
menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar
yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung'tisikal ini
menyebabkan apabila salah satu atau beberapa tertanggung terkena bencana, maka
yang lain harus membantu. Asuransi dalam hal ini dapat membantu mengurangi
kemiskinan dalam masyarakat, selain itu juga menjamin kehidupan bagi anggota
asuransi dan keluarganya akibat permasalahan finansial yang berasal dari kejadian

yang tidak direncanakan yang mengakibatkan kerugian materiil.

13 Muhammad Syakir SulaAsuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem
Operasional, (Jakarta : Gema Insani, 2004) Hal. 226

4 |bid. Hal. 170

> Gemala DewiAspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di
Indonesia (Jakarta : Prenada Media, 2004), Hal. 132.
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Dalam perjanjian tolong-menolong atdakafuli yang digunakan oleh
asuransi syariah, ketika ada peserta lain terkena musibah, peserta lain akan ikut
membantu dengan cara memberikan derma atau iuran kebdjidzar(u’)'®. Hal
ini merupakan nilai tambah bagi asuransi syariah dimana dengan sistem tolong
menolong yang digunakan dalam asuransi syariah, penduduk Indonesia yang
sebagian besar didominasi oleh penduduk beragama Islam dapat
menginvestasikan uangnya dan melakukan perencanaan terhadap masa depannya
dengan aman tanpa takut melakukan suatu transaksi yang haram sebagaimana
asuransi konvensional yang dalam perikatannya masih mengandung unsur
maghrib (maisir, gharardan riba). Dalam asuransi syariah, terdapat kepastian
dalam transaksinya yang menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan
yang didapatkan oleh perusahaan dibagi sesuai presentase yang ditetapkan sesuai
perjanjian yang terdapat di polis. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional
yang menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba.

Tujuan utama asuransi syariah adalah memberikan kepastian akan hal-hal
yang diperjanjikan anggota asuransi syariah. Salah satu ketentuan yang
menekankan mengenai hal tersebut adalah ketentuan bahwa Islam mewajibkan
dikuatkannya akad-akad dalam perjanjian asuransi syariah dengan tulisan dan
saksi. Hal ini mengakibatkan lahirnya polis dalam perjanjian asuransi. Namun
dalam beberapa asuransi syariah, contohnya pada PT. Asuransi Takaful Umum,
terdapat sebuah ketentuan yang menimbulkan keragu-raguan, yaitu ketentuan
mengenai implementasi dantabarru’. Sebagian asuransi syariah dalam
praktiknya memberikan bagi hasim(dharabah) apabila terjadi surplus dana
tabarru’ merujuk kepada sistem yang diterapkan syarikat takaful Malaysia yang
merupakan syarikat asuransi syariah terbesar di dunia sdat ini

Menurut ketentuan klausula tambahan pengembalian sughasu’ polis
standar asuransi kebakaran Takaful Umum menyatakan balaga akhir masa
perjanjian, maka peserta akan memperoleh pengembalian surplus tabdarru’...
Ketentuan ini sebenarnya terdapat hampir dalam semua polis asuransi takaful,

baik pada asuransi takaful umum maupun asuransi takaful keluarga. hal ini

16 Khoiril Anwar, Op.Cit, Hal. 38

" Muhammad Syakir Sul@p.Cit, Hal. 226
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tentunya menimbulkan ketidakpastian dalam polis tersebut dimana terdapat tiga
akad dalam satu polis asuransi, yaitu akadalah bil ujroh, akadnudharabah

dan akadabarru’. selain itu, adanya multi akad tersebut terutama &iiaaru’

dan akadmudharabah,membuat munculnya unsgharar dan unsur mencari
keuntungan dalam polis asuransi syariah yang seharusnya bebas dari keraguan dan
orientasi keuntungan karena aktabarru’ dalam asuransi kebakaran di PT.
Asuransi Takaful Umum merupakan bentuk akad yang dilakukan bukan untuk
tujuan komersial seperti mencari keuntungan. Hal ini disebabkan Katesrau’
merupakan dana yang telah diikhlaskan untuk tolong-menolong dan peserta tidak
mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan
(pahala) dari Allaff.

Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk membah&8NJAUAN
TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU DALAM
ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM MENURUT HUKUM ISLAM dalam penulisan skripsi ini.

12 Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik

di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan akad tabarru’ dalam hukum Islam?

2. Bagaimana pengaplikasian aktabarru’ dalam polis asuransi kebakaran
rumah di PT. Asuransi Takaful Umum ditinjau dari hukum Islam?

3. Apakah bentuk pembagian surplus ddabarru’ kepada anggota asuransi
kebakaran rumah pada PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan hukum

Islam?

13 Tujuan Pendlitian
A. Tujuan Umum
Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan tentang asuransi syariah
terutama mengenai akadbarru’ dan pembagian surplus datadarru’ dalam
asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum. Selain itu penelitian ini juga

'8 |bid.
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mengkaji ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai akad ganda yang
terdapat dalam polis asuransi syariah dan eliminasi ugbarar pada

perjanjian asuransi kebakaran.

B. Tujuan Khusus
1. Menjelaskan mengenai ketentuan akad tabarru’ dalam hukum Islam.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi a&bdrru’ dalam
ketentuan polis asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai pembagian surplus dana
tabarru’ kepada pemegang polgalam asuransi kebakaran rumah PT.

Asuransi Takaful Umum.

14 Kerangka Konsepsional
Kerangka konsepsional diberikan dengan maksud memberi batasan
mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konsepsional
hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk
maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini :

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkafi.

2. Asuransi Syariah ataat-ta’'min adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan/atautabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

9 Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 LN No. 13 Tahun
1992, TLN No. 3467. Pasal 1
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syariatf®. Selain itu, dalam buku Muhammad Syakir Sula, asuransi syariah
adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia dan
ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah
disepakati. Atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yandhilang

3. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum téftentu
Akad dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia adalah pertalian
antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat
hukum terhadap objekn$a

4. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi
dengan prinsip syariah, atau perusahaan asuransi yang menjadi peserta
program reasuransi dengan prinsip syafiah

5. Akad Tabarru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta
kepada dangabarru’ untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang
tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komefSiatau bisa juga dikatakan sebagai
semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong,
bukan semata untuk tujuan komerSial

6. DanaTabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta,

yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru’ yang diSepakati

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001
tentangPedoman Umum Asuransi Syariddagian Pertama : Ketentuan Umum.

2 Muhammad Syakir Sul&p.Cit., Hal. 28
2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 20 angka 1.

2 Wirdyaningsih, et al.Bank dan Asuransi Islam di Indones{dakarta : Kencana, 2005)
Hal. 94.

? |Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. PMK No.
18/PMK..010/2010, Pasal 1 Angka 3.

% |bid. Pasal 1 Angka 3.
% Muhammad Syakir SulaQp.Cit, Hal. 43

2" |Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, PMK No.
18/PMK..010/2010Pasal 1 Angka 4.
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7. Akad Tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan
perusahaan dengan tujuan komefSiatau dapat dikatakan sebagai semua akad
yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntufigan

8. Akad Wakalah bil Ujrahadalah akadijarah yang memberikan kuasa kepada
perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola tdaaaru’ dan/atau dana
investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan
berupa ujrah (feéy.

9. Surplus Underwritingadalah selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana
tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan
cadangan teknis, dalam satu periode terténtu

10. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan daldm akad

11. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau
kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerah¥hnya

12. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau
mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau bisa juga disebut sebagai berjudi. Judi
dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh
dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkna satu
pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan
suatu tindakan atau kejadian tertéhtiértinya ada salah satu pihak yang untung

namun di lain pihak justru mengakibatkan kerugfan

?8|bid. Pasal 1 Angka 8.

9 Abdullah Amrin,Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi
Konvensional(Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006) Hal. 163

% Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. PMK No.
18/PMK..010/2010Pasal 1 Angka 9.
%1 |bid. Pasal 1 Angka 12.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/II1/2011
tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar
Reguler Bursa Efek.

% Muhammad Syakir Sul@p.Cit, Hal. 48

% Gemala DewiQp.Cit, Hal. 150
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13. Riba adalah tambahamzigadah)tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan
dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelurfinya

14.DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan
pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha
Bank’’.

15. DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis
Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan
fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syétiah

15 Metode Penélitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini
adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data
tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan par&aidi
dokumen berupa data tertulis dipergunakan terlebih dahulu dalam pembuatan
penelitian inf®. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengetahui ide-ide,
perasaan, sikap, dan lain-lain keterangan tertentu dengan cara berbicara dengan
pihak laif’. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari
sfatnya, adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang
menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu &fejala.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu

data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah

% Majelis Ulama Indonesia. Keputusan ljtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia
tentang fatwa Bungadr{terest/fa-idah)

3" Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. PBI No. 8/3/PBI/2006. Pasal 1 Angka 14.

% bid. Pasal 1 Angka 15.

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunfJakarta : Ul Press, 1986), Hal. 21

“01bid. Hal. 201

*1bid. Hal. 221

2 Sri Mamudii, et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukufakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4
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data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data
arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan &&perti
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang — undangan,
yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar
landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 2 tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-peraturan terkait
perusahaan asuransi syariah.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang bahan hukum prim&r.Bahan sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian,
jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet. Selain itu
juga kumpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang
digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau
bahan pustaka juga wawancara kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan metode
analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif
dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa
yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis atau lisan

dan perilaku nyafa

16 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

A. Kegunaan Teoritis

43 Soerjono Soekant@p.Cit, Hal. 32

4 Soerjono SoekantoPenelitan Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkétakarta:
Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

> Sri Mamudii, et.al.Op.Cit. Hal. 67
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Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang cukup jelas
kepada masyarakat bagaimana ketentuan mengenaiTddwaaru’ dalam
hukum Islam dan dalam ketentuan di asuransi kebakaran PT. Asuransi
Takaful Umum dan pembagian surplus ddmédparru’ sesuai dengan yang
dijelaskan dalam polis asuransi.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih teliti
dalam memperhatikan akad yang tercantum dalam polis asuransi syariah,
sehingga anggota asuransi terhindar dari ugsarar dan mengetahui hak-

haknya dalam perjanjian asuransi syariah.

19 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu
sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan
pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang
penulis susun adalah sebagai berikut:
BAB1: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan
kondisi topik bahasan dan data-data penelitian pada saat penelitian dilakukan,
alasan pentingnya penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan
belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab | juga
memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan
penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
BAB 2:  Tinjauan Umum Mengenai Akad Tabarru’

Pada bab ini akan dibahas pengertian perjanjian asuransi dan asuransi
syariah secara umum, teori-teori mengenai aksadrru’ dalam hukum Islam.
Selain itu, bab ini juga menjelaskan penerapan aihdrru’ dalam asuransi
syariah. Secara khusus penjelasan bab ini akan dilengkapi dengan fatwa-fatwa
dan pendapat ulama yang terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan
dalam bab 1.
BAB 3: Tinjauan terhadap Asuransi Kebakaran PT Asuransi Takaful

Umum
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Bab ini akan membahas mengenai aplikasi asuransi kebakaran dalam PT.
Asuransi Takaful Umum. Secara khusus, bab ini akan menjelaskan mengenai
sejarah PT. Asuransi Takaful Umum, dasar hukum, dan produk-produk PT.
Asuransi Takaful Umum. Secara khusus, bab ini menjelaskan mengenai
mekanisme Asuransi Kebakaran dan ketentuan dalam Asuransi kebakaran.

BAB 4: Analisis Pembagian Surplus Dana Tabadalam Asuransi
Kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam

Bab ini akan membahas mengenai penerapan tdaaaru’ dalam hukum
Islam dan asuransi syariah di Indonesia, juga menelaahtalzerau’ perjanjiah
asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum. Bab ini juga akan
membahas mengenai pembagian surplus daatarru’ dalam Asuransi
kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum.

BAB S5 . Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan

dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi

anggota-anggota asuransi takaful syariah.
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BAB ||
TINJAUAN UMUM MENGENAI AKAD TABARRU’

21 Akad

211 Pengertian

‘Agad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan
tasharruf.Musthafa Az-Zarga, mendefinisikaasharrufadalah“segala sesuatu
(perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan
atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajibannyAkad merupakan
bentuk dariTasharruf gauli agdisesuatu yang dibentuk dari ucapan dua pihak
yang saling bertalian), yaitu dengan mengucapj@ndankabul Pada bentuk
ini, 1jab dankabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini disebut dengan
akad yang kemudian akan melahirkan perikatan diantara mreka

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan
(al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali
dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung
dan menjadi seperti seutas tali yang satu. lkatagdu terdapat dalam QS. Al-
Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut
Fatturahman Djamil, istilatal-‘agdu ini dapat dipersamakan dengan istilah
verbintenisdalam KUH Perdata. Sedangkan isti@kahdu dapat disamakan
dengan istilah perjanjiaroyereenkomstyaitu pernyataan dari seseorang untuk
mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang
lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, ydisebenarnya siapa
yang menepati janji (yang dibuatnya) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwd"ar-Ribhtu” atau ikatan dapat
dijelaskan sebagai ikatan yang menggabungkan antara dua iQakl. juga
memiliki beberapa arti lain, diantaranya yaiagdah atau sambungan, yaitu
sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnyahdaratau janiji
yang menurut al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk

mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada

4 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlitlijkum Perikatan Islam di
Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005) Hal. 48-49
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sangkut pautnya dengan orang lain. Perkatagdu mengacu pada terjadinya
dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada
orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang
berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah pefikatan

Menurut pandangan ulaméigh, akad adalahikatan antara ijab
(penyerahan) dengan kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan)
syariah, yang membawa pengaruh pada tempdfnygara ahli hukum Islam
(Jumhur Ulama) memberikan definisi akad sebagai berilpartalian antara
ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum
terhadap objeknyd’ . ljab, dalam definisi akadidalah suatu pernyataan dari
seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesKatwul adalah suatu
pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan
tawaran dari pihak pertama. Apabila antgmh dan kabulyang dilakukan oleh
kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara
merekd’. Maksudterm “yang dibenarkan olekyara’ (‘ala wajhin masyru’in)
adalah bahwasanya setiap akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
syari'at Islam. Ternini merupakan batasan normatif dalam fikih muantdlah

Pengertian akad menurut as-Syanhuri, pengarang Ritathzariyyahal-
Aqd, adalah Kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban
atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajialam hal ini
as-Syahuri memberikan tinjauan terhadap pengertian akad di atas dari sudut
ganun Perundang-undanganBahwa akad itu adalah kesepakatan antara dua
orang untuk; (a) membangun kewajiban, seperti akad jual-beli (b) memindahkan
kewajiban, seperti akalliwalah, dan (c) mengakhiri kewajiban, seperti akad

ibra’ dan akad al-waf¥.

" | bid.

“8 Hasan Ali,Op.Cit, Hal. 136-137

49 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barliog, Cit, Hal. 45-46
*%Ibid. Hal. 93-94

*1 Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstual(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,
2002) Hal. 77

2 Hasan Ali,Op.Cit, Hal. 137
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2.1.2 Dasar Hukum Akad
Dasar hukum dalam melaksanakan akad dapat dilihat dari berbagai sumber
yang menjadi rujukan dalam hukum Islam, yaitu :
1. Quran
Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama, dalam
hukum perikatan Islam ini, sebagian besar al-Quran hanya mengatur
mengenai kaidah-kaidah umtin Dalam surat QS. Al-Bagarah [2]: 188,
dikatakan bahwa :

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebagian daripada harta bnda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahui

Masih dalam surat yang sama ayat : 275 dinyatakan balMlah*
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan rib&edangkan
QS al- Ma'idah [5] ayat 1 mengatakan bahidai orang yang
beriman! Penuhilah akad-akad itu...”. Dan dalam QS. al-Nisa’' [4]
ayat : 29, dijelaskan bahwa :

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,...”

2. Hadits

Dalam Hadits, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci
daripada al-Qur'an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang
sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Dalam hadits HR.
Abu Hurairah dikatakan bahw&asulullah SAW telah bersabda, “janganlah
di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lai#R. Abu
Ya'la, lbnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi menyatakan bahBarifah
upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.
Dalam HR. Bukhari dan Muslim menyatakan bahw&iapa saja yang

melakukan jual-beli Salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran)

®3 |bid, Hal. 39-41
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tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentuDalam Hadits Riwayat
Ahmad dan Baihagi, Rasulullah berkata :
“Orang yang mampu membayar utang, haram atasnya melalaikan
utangnya. Maka, apabila salah seorang diantara kamu memindahkan
utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima,
asal yang lain itu mampu membayar.”
Selain itu, dalam hadits riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-

Hakim, dan al-Baihagqi, dinyatakan bahwa

“‘Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah
pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu pihak
tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak
mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduariya.”

3. ljtihad
Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ljtihad yag dilakukan dengan
menggunakan akal ataar-ra’yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki
kedudukan yang sangat penting, namun demikian akal tidak dapat berjalan
dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT.
yang tercantum dalam al-Quran dan Hadits. Mohammad Daud Ali
memberikan definisi litihad adalah sebagai beriRut

“ljtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan

mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh
orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis
hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah.”

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam
Menurut Syamsul Anwar, dalam membuat perjanjian, para pihak perlu

memperhatikan beberapa asas hukum Islam, ¥aitu

% |bid, Hal. 41-42

> Muhammad Daud AliHukum Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
IndonesiaCet-8. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000), Hal.106

% Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah :Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), Hal. 84-92
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1)

2)

3)

Asas Ibahah

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kdidah“pada
asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang
melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku
dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan
ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-
bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya dalam
tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala
sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan
itu. Bila dikaitkan dengan perjanjian maka itu berarti bahwa tindakan
hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan
khusus mengenai perjanjian tersebut.
Asas Kebebasan berkontrak

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun
tanpa terikat kepada nama yang telah ditentukan dalam undang-undang
syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya
itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta
sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan
konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas
ibahah dalam muamalat.
Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa
perlu terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam,
umumnya perjanjian-perjanjian bersifat konsensual. Dalam kaidah hukum
Islam, secara amat tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada asasnya
adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat,

maka terciptalah suatu perjanjian.
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4)

5)

6)

7)

Asas Janiji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan Hadits terdapat bayak perintah agar memenuhi
janji. Dalam kaidalushul figh,“perintah itu pada asasnya menunjukkan
wajib” . Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para
pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap
menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang
diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan memikul risiko.
Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa
yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami
ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam
memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana
dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian
usaha sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan
presentasi tertentu sekalipun pada saat dana mengalami kembalian negatif.
Asas Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan yang dimaksudkan bahwa akad yang
dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugiamugharaj atau keadaan
memberatkannjasyaqggah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu
perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa
kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya,
maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang
masuk akal.
Asas Amanah

Asasamanah dimaksudkan agar para pihak haruslah beritikad baik
dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu
pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam,
terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perja@jmanah, salah
satu pihaknya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk

mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.
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8)

Diantaranya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang
semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad
dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong
pihak lain untuk menutup perjanjian.
Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.
Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran
yang menegaskanbérlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa” (QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat.
Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa keadilan
adalah syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada
alasan untuk itu.

Selain kedelapan asas tersebut, menurut Fathurrahman Djamil, terdapat

beberapa asas lainnya, yaitu

1)

2)

Asas Tertulis

Dalam QS Al-Bagarah disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan
manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan tertulis, dihadiri saksi-saksi,
dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan
yang menjadi saksi. Selain itu diajurkan pula apabila perikatan tidak dapat
dilakukan secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai
jaminannya. Keberadaan tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi alat
bukti terjadinya perikatan tersebut.
Asas llahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari
ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57)
ayat : 4, Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan”’Kegiatan muamalat, termasuk
perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Akibatnya
manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala

perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

" Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barli@p, Cit.,Hal. 30-31
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2.1.4 Rukun Dan Syarat Akad

Terkait dengan Akad yang merupakan suatu perbuatan yang sengaja
dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka
timbul bagi kedua belah pihdkaq daniltjam yang harus diwujudkan dalam
akad®. Dalam kalanganfugaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan
dengan rukun akad. Menurut jumhur fugghrakun akad terdiri ata$
1. Al-‘Agidain,
2. Mahallul ‘aqd,
3. Sighat al-‘aqd

Sedangkan menurdugaha’ hanafiah, rukun akad hanya satu, yakni
sighat al-‘aqd.Menurut merekaal-‘agidain danmahallul ‘agdbukan sebagai
rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Hal ini sesuai dengan
pengertian rukun menurutugaha dan ahliushul yaitu “sesuatu yang
menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal
(dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkanny&eérdasarkan pengertian tersebut,
rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yjakndlankabul. Seorang
pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku
bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya, sebagaimana yang
berlaku pada ibadah. Atas dasar at‘agid (orang/pihak yang melakukan
akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagama
seperti Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab Syafiiyah memandang
‘agid sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia merupakan salah satu dari
pilar utama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al-Karakhi
dari kalangan mazhab Malikiy&h

Ikrar (jab dan kabu) merupakan salah satu unsur terpenting dalam
pembentukan akdl Selain itu, dalam melaksanakan suatu perikatan Islam

harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Mustafa

8 Hendi SuhendiFigh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak
Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, ljarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika
Bisnis dan lain-lain(Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 20B3). 46

%9 Ghufron A. Mas’adiOp.Cit, Hal. 78

% Ibid. Hal. 78-79

®1 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barli@®p.Cit, Hal. 47
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Az-Zarga’ menyatakan bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada
empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu : (a) dua
orang yang melakukan akadal{agidaani); (b) sesuatu (barang) yang
diakadkan ihahal al'agd); (c) tujuan dari akadnfaudhu’ al-‘aqd); dan (d)

rukun akad (arkan al-‘agd)yaitu ljab dankabuf? Terhadap tiga unsur yang
pertama darimugawwimat al-aqdberlaku syarat-syarat umum yang harus
terpenuhi dalam setiap akad, sebagai betikut

1) pihak-pihak yang melakukan akacdal-(agidain) harus memenuhi
persyaratan kecakapan bertindak hukomakallaf).

2) Obyek akad (mahallul ‘agddapat menerima hukum akad, artinya pada
setiap akad berlaku ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya,
apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.

3) Tujuan audhu’ al-‘agd)diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan
dengannya

4) Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

Al-‘Agidaani ataual-‘Agidain (subjek perikatan) adalah para pihak yang
melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan
kewajiban. Dilihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, sebagian di antara
manusia tidak dapat melakukan akad apapun, sebagian bisa melakukan akad
tertentu, dan sebagian dari mereka cakap melakukan setiap akad. Ssgichng
harus memenuhi prinsip kecakap@hliyah) melakukan akad untuk dirinya
sendiri, atau karena mendapatkan kewenan@dtayah) melakukan akad
menggantikan orang lain atau berdasarkan perwakilakalah§* Ada dua
bentuk al-‘Agidain, yaitu manusia dan badan hukifm

a  Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah
dapat dibebani hukum disebut dengamkallaf. Mukallafadalah orang yang

telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan

%2 Hasan Ali,Op.Cit, Hal. 137
% Ghufron A. Mas’adiOp.Cit., Hal. 81
®bid. Hal. 82

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlia@p.Cit. Hal. 51
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Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. DaEnmsiklopedi Hukum Islam
bahwa seorang mukallaf adalah:
“orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang
berhubungan dengan perintah Allah SWT. maupun dengan larangan-
Nya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus
dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah
SWT. makaia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya

terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah SWT
maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terp&fiuhi.

b. Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam
hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap
orang lain atau badan lain. Dalam Islam, badan hukum disebutajuga
Syirkalf’. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari
perseorangan. Dengan demikian, walaupun pengurus badan hukum
berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri.

Mahal al'aqd ataumabhallul ‘agd adalah sesuatu (barang) yang
diakadkan atau objek perikatan dan dikenakan padanya akibat hukum yang
ditimbulkannya. Tidak semua benda dapat dijadikan objek *&kathtuk
dikatakan sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat®erikut

1d Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seluruh akad jenis ini
adalah batal. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat akad
tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Persyaratan ini
berlaku baik dalam akad mu’awwadhah atau akad Tabarru’. Tetapi ada
pengecualian dalam akad-akad tertentu, sepmatam, istishnadan
musyaqalyang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang.
Pengecualian ini didasarkan paddihsan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya dalam kegiatanmuamalat dan didasarkan pada saling

% Abdul Azis Dahlan,Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid §Jakarta : Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), Hal. 1510

®7|bid. Hal.98
® Ghufron A. Mas’adiOp.Cit, Hal. 86

%9 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barliadp.Cit. Hal. 60-61
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kepercayaan antara mereka dan berdasarkan ketetgpeai mengenai
praktik tersebutMenurutfugaha Malikiyah, syarat ini hanya berlaku pada
akad mu’awwadhah, sedang pada ak@dbarru’ persyaratan ini tidak
harus terpenuhi ketika akad berlangsung.
2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah
3. Objek akad harus jelas dan dikenali

Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak seperti

fungsi, bentuk dan keadaannffaigahasepakat bahwasannya obyek
akad harus diketahui masing-masing pihak dengan pengetahuan
sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisinan, berdasarkan larangan
Nabi Muhammad Saw terhadap jual bgharar dan jual belimajhul
Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan menelitinya secara langsung
sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika
obyeknya ada, dengan melihat sampel secukupnya, atau dengan kriteria
tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya.
4.  Objek dapat diserahterimakan

Objek tersebut harus dibenarkan oleh syara’, seperti burung di udara,
ikan di laut. Objek ini harus dapat diserahterimakan secara nyata (untuk
benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).
Pada prinsipnya paréugaha sepakat bahwa obyek akad harus dapat
diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang
berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut
batal, khususnya akadu’'awwadhah.

Menurut Ghufron A. Mas’adi, terdapat syarat tambahan kelima yaitu

obyek akad harus suci, tidak najis dan tidaktanajjis Syarat ini sangat

populer dikalanganfugaha jumhur sedangkanfugaha hanafiyah tidak

mensyaratkan kesucian obyek akad

Maudhu’ al-‘aqd (tujuan dari akad adalah tujuan dari perikatan yang

dilakukan oleh para pihak. Antara jenis akad satu dan yang lainnya berlaku

tujuan yang berbeda. Untuk ak&@i’ tujuan yang hendak dicapai adalah

pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbaiadhj,

0 Ghufron A. Mas’adiOp.Cit. Hal. 89
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akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disevidh, akadjarah
bertujuan pemindahan pemilikkan manfaat suatu barang dengan imbalan
(iwadh), sedang tujuan aka@rah adalah penggunaan manfaat harta tanpa
disertai imbalan, dan lain sebagaifiydenurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan
mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai beffkut

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak
yang bersangkutan tanpa akad yang diadakannya.

Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

3. Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

Arkan al-‘aqd atau sighat al-‘aqd (rukun akad) adalah berljph dan
kabul. Sighat ‘agad sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak yag
menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan
kewajiban yang ditimbulkan dari perikafdnSighat alagd ini merupakan
rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap
pihak yang melakukan akad (transaksi). Para pihak yang melakukan ikrar ini
harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki
akibat hukun?*

1. Jala'ul ma’nayaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki dan tidak memiliki
banyak pengertian.

2. Tawafugyaitu adanya kesesuaian antgeb dan kabul. Tidak boleh
antara orang yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Adanya
kesimpangsiuran dalajab dangabulakan menimbulkan persengketaan
yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan desiykn

diantara manusia.

" bid. Hal. 89
2 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barliap.Cit. Hal. 63
3 Ghufron A. Mas’adiOp.Cit. Hal. 90

" Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barliap.Cit. Hal. 63
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3. Jazmul iradatainiyaitu antaraijab dan kabul menunjukkan kehendak
para pihak secara pasti, tidak ragu, tidak terpaksa dan tidak karena
diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalajarah
harus saling ridha.

Dalamfigih muamalah, terdapat persyaratan tambahan y#igbal al-
gabul bil ijab dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam satu fajlis
Dalam pelaksanaaijab dan kabulyang dilakukan oleh para pihak dapat
dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat (biasa dilakukan oleh orang cacat)
dan perbuatan (saling memberi dan meneritna)

Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang
mempunyai fungsi yang sama dengan lisan, artinya kehendak yang dinyatakan
melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
ungkapan langsung melalui lisan. Jika dikaitkan dengan rukun g&iadlén
kabu), maka akibat hukum daijab yang dinyatakan melalui tulisan berlaku
terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung
sejak ditulis. Kecuali dalam hahsharruf yang beruparadah munfaridhah
(keadaan sepihak), akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku sejak ‘ditulis
Cara ini digunakan apabila diadid) berjauhan tempatnya. Dasar hukumnya
adalah pendapdugaha yang menyatakan bahwaulisan itu sama dengan
ucapan™®.

Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad aj@o dankabul tidak dapat
dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak
dapat mengadakaijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis
baca tidak mampu mengadakgab dan kabul dengan tulisan. Maka orang
yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakijdakabul dengan
ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikiabul atau akad dilakukan

5 Ghufron A. Mas’adiOp.Cit, Hal. 91
® Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barliap.Cit. Hal. 63
" Ghufron A. Mas’adiOp.Cit, Hal. 92

8 Hendi SuhendiQp.Cit, Hal. 48
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dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidabsyarat bagi orang bisu sama dengan
ucapan lidah™®.

Ta’athi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian
kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang
memberi tanpa ditentukan besar imb&tarSetiap pembentuk akad atagad
mempunyai syarat yang ditentukayara’ yang wajib disempurnakan. Syarat-
syarat terjadinya akad ada dua matam

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib
sempurna wujudnya dalam berbagai akad

b. Syarat syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya
wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat
idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macafh akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang
berada dibawah pengampuanahjurn karena boros atau yang lainnya.

Apabila dianggap belum mampu maka apabila melakukan akad harus

dilakukan oleh walinya.

2. Yang dijadikan objek akad dapat diterima hukumnya atau memenuhi
syara’.

3. Akad itu diizinkan olehsyara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai
hak melakukannya walaupun dia bukan agidg memiliki barang

4. Akad tidak boleh yang dilarang oleh syara’

5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sahdhladianggap
sebagai imbangan amanah

6. ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadikgiaul Maka bila
orang yang berijab menarik kembajabnya sebelumkabul maka

batallah ijabnya.

9 |bid. Hal. 48-49
8 |bid. Hal. 49
8 |bid. Hal. 49-50

8 |bid. Hal. 50
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7. ljab danqgabul mesti tersambung sehingga bila seseorang yang berijab
sudah berpisah sebelum adakghul maka ijab tersebut menjadi batal.

8. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad
yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarafimum

9. ljab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu keadaan yang
menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa Az-Zarga’,
majelis dapat berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan dapat juga
berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada
satu tempat’’

10. Tujuan Akad itu harus jelas dan diakui oleh sy&a’

Para Ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun
dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak
yang melakukan akad (transaksi). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk
mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi
ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman
Allah “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ffu”

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak yang telah berakad, apabila tidak sesuai dengan al-
Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama
fikih, selain mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad
mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu
akad. Namun, kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut ada
yang bersifat mutlak selama tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah
sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali dan mazhab Maliki.
Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafii, sekalipun pihak-pihak yang
berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya
itu tetap mempunyai batas (terbafas)

8 |bid. Hal. 107
8 |bid. Hal. 107-108
8 |bid. Hal. 108

8 |bid. Hal. 108-109
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Setiap kali terjadi suatu akad, mempunyai akibat hukum, vyaitu
tercapainya suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama, seperti
pemindahan hak. Maka akad tersebut tidak boleh dibatalkan, kecuali hal-hal
yang dibenarkan olebyara’, seperti terdapat cacat pada barang (obyek akad)

atau akad tersebut tidak memenuhi salah satu syarat atau rukffh akad

2.1.5 Jenis-Jenis Akad
Terdapat berbagai pembagian jenis akad menurut para Fadjh
Muamalah.Namun secara garis besar, dilihat dari maksud dan tujuannya, akad
terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai befkut
a. Akad Tabarru’, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan
murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama
sekali tidak ada unsur mencaeturn ataupun motif. Dibawah akad
Tabarru’, pihak-pihak yang terkait tidak memiliki hak atas pembagian
keuntungan dari pihak lain. Keuntungan yang diharapkan tidak datang
dari orang lain, melainkan dari Allah. Namun, salah satu pihak dapat
meminta kepada pihak lain agar mendapatkan bagian untuk menutupi
biaya yang dibutuhkan sebelum kontrak tersebut ditutup. Namun dalam
kontrak tersebut, tidak ada keadaan yang mengizinkan siapapun
mengambil keuntungan dari kontrak tersebut. Contoh dari B&bdrru’
adalahgard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, waadi’ah, hibah, wadqf,
shadaqah, hadiah, dan lain-18fn
Kontrak ini bisa digunakan dalam rangka memberikan atau
meminjamkan sesuatu. Dalam hal meminjamkan sesuatu, maka yag
dipinjamkan dapat berupa barang atau jasa. Oleh karena itu terdapat tiga
jenis variasi dana Tabarrwaitu®™:

a Meminjamkan uang.

¥ Ibid. Hal. 109

% Ibid. Hal. 109-110

8 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlit®p.Cit. Hal. 151
% Adiwarman A. KarimOp.Cit. Hal. 64

1|bid. Hal. 65
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b) Meminjamkan jasa

c) Memberikan sesuatu
Beberapa Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah :
1. AkadWakalah

Wakalah (deputyship),atau biasa disebut perwakilan, adalah
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihatluWakil) kepada pihak lain
(wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka
penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi
amanaft.

Wakalah adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain,
untuk bertindak atas namanya, atau pemberian amanah dari seseorang
kepada orang lain atas sesuatu pekerjaan agar orang yang menggantikan
melaksanakan pekerjaan tersebutakalah dalam pembahasan ini
adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam
hal yang diwakilkan. Transaksiakalahmerupakan salah satu bentuk
dari uqud al-amanah, disamping musyarakah eherdharabalf®,

Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada
perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan
kegiatan lain sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah, dengan imbalan pembariaim
(feg. Wakalah bil Ujrah ini dapat diterapkan dalam produk asuransi
yang mengandung unssaving dan non-saviig

Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi

ada beberapa hal, yaitu

%2 AscaryaAkad dan Produk Bank Syariafiiakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) Hal.104
% Hulwati. Op.Cit. Hal. 103-105

% Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (ME#}wa Dewan Syariah
Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syldatmtuan Hukum

% AscaryaOp.Cit, Hal.104
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1) Pelaku akad, yaitumuwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang
memberikan kuasa kepada pihak lain, dakil (penerima kuasa)
adalah pihak yang diberi kuasa;

2) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan

3) Sighah, yaitu ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad wakatati®:
1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan
2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Bentuk-bentuk akad wakalah, antara f&in

1) Wakalah muthlagahyaitu perwakilan yang tidak terikat oleh
syarat tertentu; dan

2) Wakalah mugayyadalyaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-
syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

2. Hibah

KataHibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi
bahasa Indonesia. Kata ini merupakaashdardari katawahab yang
berarti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu
berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain
tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga
bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas
benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum,
hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu
mestilah dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak penerima sewaktu
ia masih hidup, jadi transaksi bersifat tunai dan langsung serta tidak
boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah
pemberi hibah meninggal dufifa

Hibah merupakan suatu pemberian yang mengakibatkan
perpindahan hak milik, oleh karena itu pihak pemberi hibah tidak boleh

meminta kembali harta yang telah dihibahkannya, sebab bertentangan

% |bid. Hal.105
| bid.

% Helmi Karim, Figh Muamalah(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997) Hal. 73-74
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dengan prinsip-prinsip hibah. Hibah sendiri hukumnya dibolehkan dan

malah dianjurkaf?.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hibah sebagai suatu
perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi 4 unsur, yaitu
ada pihak penghibah, ada pihak yang menerima hibah, ada benda yang
dihibahkan dan ada ijab kabul (transaksi), yang disebut juga dengan
akad hibah. Pihak penghibah merupakan orang yang menghibahkan
hartanya kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak
pelaku dalam transaksi hibah disyaratRan
a) la mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang

dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak
milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang
mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkannya itu. Tak
boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan
miliknya, dan apabila hal ini terjadi maka perbuatan itu batal demi
hukum.

b) Pihak penghibah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara
sempurna (kamilah)yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah
cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang
dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbanga yang
sempurna. Dalam kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa,
kendatipun sudamumayyiz,dipandang tidak berhak melakukan
hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang berada
dibawah pengampuan

c) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan
terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi
di bidang kehartabendaan.

Unsur berikutnya dalam hibah adalah penerima hibah. Karena

hibah adalah transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan

% |bid. Hal. 75

190 bid. Hal. 76
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sudah wujud dalam arti yang sebenarnya, dalam artian tidak boleh
diberikan kepada anak dalam kandungan. Pihak penerima hibah tidak
disyaratkan harus baligh, apabila ia belum cakap maka ia bisa diwakili
oleh walinyd®*
Rukun hibah yang ketiga adalah obyek yang dijadikan hibah atau
benda yang dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh obyek
hibah adalatf
a) Benda yag dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari
pihak penghibah

b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya
ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan
sesuatu yang belum wujud

c) Obyek yang dihibahkan mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh
agama.

d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas
dari harta penghibah.

Unsur hibah yang terakhir adalajab dan kabul atau akad.
Penekanan yang menjadi sasaran ialah kepeytet dalam transaksi
hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan
terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti walaupun
tiga unsur pertama telah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hibah
tetap dinilai tidak ada bila transaksi hibah tidak dilakukan.

a. Akad Tijari
Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi

semuanya. AkadTijari atau Tijarah adalah semua bentuk akad yang

191 bid. Hal. 77

192 1pid. Hal. 77-78
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dilakukan untuk tujuan komerstdf. Dalam kegiatan usaha, akad dibagi
kedalam tiga bentuk, yaitt?*
1. Pertukaran.
Akad pertukaran terbagi dua, yaitu pertukaran terhadap barang sejenis
dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis dibagi menjadi
dua, yaitu :
a. Pertukaran uang dengan uaag-gharf)
Arti - harafiah dari sharf adalah penambahan, penukaran,
penghindaran, pengalihan, atau transaksi jual [&Hiarf adalah
perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual
beli satu valuta asing dapat dilakukan, baik dengan sesama mata
uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) ataupun yang tidak
sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Dasar hukum
dibolehkannya as-sharf adalah dari hadits nabi yang berbunyi,

“dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan : jangan kamu
memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan
perak, Kkecuali sejenis dan jangan pula kamu
memperjualbelikan emas dan perak yang salah satunya ghaib
(tidak ada ditempat) dam yang lainnya ada” HR. Jamaah

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah :

1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai

2) Motif pertukaran dalam rangka mendukung transaksi komersial

3) Harus dihindari jual beli bersyarat

4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang
diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan

5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai

b. Pertukaran barang dengan barang (barter)
Islam pada dasarnya memperbolehkan unsur barter, namun dalam

pelaksanaannya apabila tidak memperhatikan ketentuan syariat maka

193 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (ME4jwa Dewan Syariah
Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Ketentuan Umum.

194 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barli@p.Cit. Hal. 96-99
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akan mengandung unsuba. Dasar hukumnya adala QS. Ar-Ruum
ayat 39 dan an-Nisaa ayat 160-161.
Pertukaran barang yang tidak sejenis dibagi menjadi dua*%aitu

a. Pertukaran uang dengan barang (jual beli)
Jual beli dalam istilah figih disebut dengahkbai’ dalam bahasa
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata
asy-Syira(beli). Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling
rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan(berupa alat tukar sah). Beberapa diantara dasar hukum
jual beli ini adalah QS al-Bagarah ayat 275 dan QS an-Nisaa ayat 29.
Rukun jual beli adalah ada penjual dan pembeli, ada uang dan benda
yang akan dibeli dan ada laigb dankabul.Bentuk jual beli dibagi
menjadi tiga, yaitu jual belsahih (jual beli tersebut disyariatkan,
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan), jual beli batal (apabila
salah satu rukunnya tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan syarat, atau
barang yang dijual dilarang syariat), dam jual Wa$id (jual beli
terkait harga barang dan boleh diperbaiki, nafasrdini tergantung
ulama, misalnya Hanafi).

b. Pertukaran barang dengan uang (sewa menyewa)
llarah menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu
manfaat dengan imbalan. menurut ulama Syafi'i adalah transaksi
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersiiabah dan
dapat dimanfaatkan denga imbalan tertentu. Akathh hanya
ditujukan kepada adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa.
Dasar hukumnya adalah QS. At-Thalag ayat 6 dan al-Qashas ayat
26. Rukun dan syarajarah adalah kedua belah pihak menyatakan
kerelaannya, manfaat dari objek harus diketahui secara sempurna,
orang Yyang menyewa barang berhak memanfaatkan untuk
menggunakannya, untujarah yang bersifat jasa maka objg&rah
bukan merupakan kewajiban bagi orang tersebut, objek merupakan
sesuatu yang bisa disewakan, dan upah sewa harus jelas dan bernilai.

195 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barli@p.Cit. Hal. 99-115
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2. Kerja Sama (Syirkah}°

Secara etimologigsyirkahberarti percampuran, yaitu percampuran antara

satu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Dasar Hayftkah

adalah QS. Shaad ayat 24 dan an-Nisaa ayat 12. Syarat syimkah
adalah boleh diwakilkan, persentase pembagian keuntungan bagi masing-
masing pihak dijelaskan ketika berlangsungnya akad, dan keuntungan
diambil dari laba perikatan. Bentuk-bentuk syirkah antara lain :

a. Syirkah Ibahah, yaitu persekutuan hak semua orang untuk
dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah
kekuasaan seseorang

b. Syirkah amlakyaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk
memiliki suatu benda.

c. Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang
timbul dengan adanya perjanjian. Syirkah akad terbagi atas 4, yaitu:
1. Syirkah Amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih

dalam modal/harta. Syirkah amwal terbagi dua yaitu :

1) Syirkah al'lnan,adalah persetujuan antara dua orang atau
lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang
akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi
di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama,
sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.

2) Syirkah al Mufawadhahadalah persekutuan antara dua
orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan
syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus
sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta
syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung
jawab dan wakil dari anggota yang lain.

2. Syirkah ‘Amal/’Abdanyaitu perjanjian persekutuan antara dua
orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga
yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi

antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka

198 | bid. Hal. 115
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3. Syirkah Wujuhyaitu persekutuan antara dua orang atau lebih
dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal
bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai
dengan kesepakata8yirkahini berdasarkan kepercayaan yang
bersifat kredibilitas.

4. Syirkah mudharabah.

Disebut dengan bagi hasil. Mudharabaerupakan salah
satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak
disebut pemilik modal s@hib al-ma yang menyediakan
sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain
disebut pengelola dana@ap al-mal atau mudarib) yaitu orang
yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan
memperoleh keuntungan. dasar hukum dari akadharabah
adalah al-Muzammil ayat 20 dan al-Bagarah ayat 198. Dalam
akad mudharabahapabila terjadi kerugian dalam menjalankan
usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana,
sementara pengelola (pengurus) dana tidak mendapat apa-apa
dari jasa yang dilakukaf.

Pada dasarnya pengelola dana diberi amanah dan mesti
bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab.
Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola modal
secara baik. Agar dapat menghasilkan untung secara maksimum,
tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Di samping itu sistem
mudarabahdapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana
dan pengusaha sekaligus. Jadydharabahadalah orang yang
berusaha untuk mengembangkan modal yang telah diberikan
oleh pengelof®® Terdapat beberapa rukun mudharabah yang

harus dipenuhi menurut Syafi'i Antonio, yafflt

197 Hulwati. Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah
di Pasar Modal Indonesia dan Malaysidakarta : Ciputat Press Group, 2009), Hal.71

198 | bid. Hal. 71-72
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a.  Pemodal ghahibul ma)
b. Pengelola (mudharib)
c. Modal (mal)
d. Ada nisbah keuntungan
e. Sight @qd)
Mudharabah merupakan perjanjian dengan sispeofit
and loss sharing, shahibul maiemperoleh bagian tertentu dari
keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah
dibiayai. Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik
modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil
mudharabahterbagi dua yaital-mudharabah mutlagadanal
mudharabah muqgayyadalPada al-mudharabah mutlagah,
pengelola diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal
dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan
tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang
dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.
Al-mudharabah mutlagah, mudharibarus mengikuti syarat-
syarat yang ditetapkan oleshahibul maal,seperti beragang
barang tertentu dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat
yang ditentukan olehshahibul maal juga tidak boleh
bertentangan dengan landasan hukum syariah.
5. Pemberian Kepercayaan
Terdapat banyak akad yang mewakili akad pemberian kepercayaan,
dua diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Wadi'ah'*°
Secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan
bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada dua
definisi wadi'ah, pertama menurut Hanafi wadiah adalah

mengikutsertakan orang lain dalam pengelolaa harta, baik melalui

199 Abdullah Amrin, Asuransi syariah: keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi
konvensional(Jakarta: Gramedia, 2006) Hal. 134

10bid. Hal. 125

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



2.1.6

tindakan maupun isyarat. Kedua, menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali,
wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu
dengan cara tertentu. Dasar hukum daedi’ah adalah an-Nisaa ayat
58 dan al-Bagarah ayat 283.

b. Al-Ariyah**!

Merupakan sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau
beredar. Sedangkan menurut terminoligh, ada dua definisi yang
berbeda. Pertama, menurut Maliki dan Hanafi adalah pemilikan manfaat
sesuatu tanpa ganti rugi. Kedua, Syafi'i dan Hanbali mendefinisikannya
sebagai kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.
Al-Ariyah menjadi sarana untuk saling tolong menolong antara orang
yang mampu dan orang yang tidak mampu. Dasar hukumnya adalah al-
Maidah ayat 2 dan hadits Bukhari Muslim yang berbunyi dari Shafwan
Ibnu  Umaiyah, “Rasulullah meminjam kuda Abi Talhah dan

mengendarainya”

Berakhirnya Suatu Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain

telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila tdgadkh

(pembatalan) atau telah berakhir wakturfyasakhterjadi dengan sebab-sebab

sebagai berikut :

1.
2.
3.

Di- fasakh (dibatalkan) karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara’
Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis
Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena
merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena habis waktunya

6. Karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Karena kematian

11bid. Hal. 143

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



2.2 Akad Dalam Perjanjian Asurans Syariah

Kontrak dalam asuransi takaful, pada dasarnya melibatkan dua pihak:
perusahaan asuransi dan peserta (umumnya disebut sebagai pemegang polis
dalam istilah perasuransian konvensional). dalam asuransi takaful, terdapat dua
aspek hubungan kontraktual diantara kedua pihak yang disebut sebelumnya,
yaitu hubungan kontraktual diantara kelompok sesama peserta dan hubungan
kontraktual diantara kelompok peserta dan perusahaan asuransi-takaful

Sebagai sebuah asuransi yang didasarkan dari prinsip dan nilai Islam,
asuransi syariahtgkaful) memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik
tersebut adalah sebagai berikut (1) akad yang dilakukan adalahlakidfuli;

(2) selain tabungan peserta dibuat pula tabungan deFatzarfu’); dan (3)
merealisir prinsip bagi hastf.

Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalahtakafuli (saling
menanggung atau saling menjamifAkad takafuli ini dilakukan antara sesama
peserta asuransi. selain itu, terdapat karakteristik yang kedua yaitu adanya
tabungarrabarru’. Dalam asurandekaful khususnya dalam asuransi keluarga,
sejak awal peserta telah diberi tahu bahwa tabungan (premi) yang disetornya
akan disisinkan sebagian untuk tabundabarru’ (derma) setelah dikurangi
untuk ujroh. Tabarru’ pada umumnya adalah perjanjian oleh peserta untuk
melepaskan, sebagai derma, sejumlah sumbangan yang disetujui oleh peserta
untuk membayar kepada suatu dana tolong menotakgf(l) Dalam asuransi
takaful setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindurigkaful mesti
dengan niat ikhlas menyumbang sebagian dari premi untuk membantu peserta
lain yang mendapat musibah. Dalam industakaful Tabarru’ yang
diperkenalkan ialahTabarru’ yang bersyarat, yaiturabarru’ yang hanya
digunakan untuk tolong menolong antara sesama peserta asuransl saja
Tabungan peserta adalah tabungan yang dapat diambil apabila peserta

12| ihat Engku rabiah Adawiah Engku AlRanduan Asas Takaful: Panduan tentang
Falsafah dan Prinsip Takaful Berdasarkan SharigKuala Lumpur : Centre of research and
training, 2010) Hal. 47

13 A, Djazuli, Yadi Janwari., Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah
Pengenalan)(Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002) Hal. 123

114 Engku rabiah Adawiah Engku AlDp.Cit, Hal. 48
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mengundurkan diri. Sedangkan tabunggabarru’ adalah tabungan kebaikan
yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah.
Tabungan Tabarru” ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang
bersangkutan apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara
syar’i, adanya tabungaabarru’ sesungguhnya merupakan realisasi prinsip
ta’awun dalam asuransi takaful dan merupakan tiang dalam asuransi takaful
yang memungkinkan unswharar tidak ditoleransikan dibawah aturan tanpa
mempengaruhi kesahan kontrak.

Karakteristik yang ketiga adalah diterapkannya prinsip bagi hasil
(mudharabahdan musyarakah). Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan
premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akdbdarabah) dan saat
investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akatharabahdan
musyarakah). Premi yang disetor peserta oleh pihak perusahaan asuransi
disatukan dalam kumpulan dana peserta yag kemudian diinvestasikan kepada
investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung
bersama rofit and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dari asuransi
takaful dari investasinya kemudian dibagi lagi dengan peserta pada saat peserta
tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak fiabBalam
konteks asuransi takafullapat diamati bahwa awalnya uang yang disumbangkan
oleh peserta untuk perlindungan dan manfaat bersama. Dalam hal ini, dana
takaful boleh dianggap sebagai milik para peserta secara kolektif. Setelah uang
disumbangkan para peserta masuk kedalam thdul atas dasafabarru’,
para peserta kemudian menunjuk perusahaan asuransi takaful untuk menjadi
pengurus danaTabarru” mereka melalui kontrakmudharabah untuk
mencampurkan seluruh dana yang tersedia sebelum dan setelah yang dibutuhkan
untuk dana operasional. Penyatuan dana takaful dengan cara ini adalah agar dana
berkembang, dan lebih baik dari apabila dana dibiarkan saja sambil menunggu
adanya klaim atau lain-Idtf.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalahtigkadh dan atau

akad Tabarru’. Akad Tijarah adalah semua akad yang dilakukan untuk tujuan

115 A, Djazuli, Yadi JanwariOp.Cit., Hal. 123-125

118 Engku rabiah Adawiah Engku AlDp.Cit, Hal. 52
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komersial, misalnyanudharabah, wadiah, wakalatan sebagainya. Sedangkan
akadTabarru’ adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan
tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan kométéidlidak jarang asuransi
takaful menggunakan kontrak gabungan antdibarru’ dan tijarah dalam
aplikasinya. Selain penggunaan akaddharabah, asuransi juga menggunakan
akad wakalah, yaitu kontrak agensi. Dalam konteks asuraamsaful para
peserta sebagai suatu kelompok, melantik dan membenarkan opeakaitor
menjadi agen (wakil) mereka untuk mengurus dakaful yang pada prinsipnya
disumbangkan oleh peserta takaful sebagai sumbangaihaiatcru’. Dalam hal

ini, peserta takaful menjadi prinsipal didalam kontrak agensi\atdalah ini.
Wakalah memperbolehkan perusahaan asuraksiful menjadi agen peserta
untuk mengurus dana takaful, untuk aktivitas perasuransian maupun kegiatan
pencampuran dafa.

Selain wakalah, terdapatji’alah yaitu komitmen untuk membayar
sejumlah imbalan tertentu untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. Dalam
aturanji'alah, pesertatakaful menyumbang kepada datekaful sebagai derma
atau Tabarru’. Kemudian para peserta secara kolektif melalui opetai@ful
melalui kontralji’alah mengurus dangakaful dalam cara yang ditentukan untuk
sejumlah imbalan setelah tugas selesai dilakukan seluruhnya. Dari satu sudut,
kontrakji'alah adalah serupa dengan kontrak agensi atakalah, yakni dalam
pemberian kuasa kepada operator takaful untuk mengurusalaial Namun
pembayaran kepada operattakaful dalam aturanjialah adalah diukur
berdasarkan keluaran dan prestasi sebendrnya

Kontrak lainnya adalahwadi'ah yad damanah yang merupakan
penggabungan kontrawadi’ah dandaman. Pada model akasladi’ah yad
damanah, para peserta menderma pada ti@dul kemudian mendepositkan
dana tersebut untuk disimpan pelihara oleh perusahaan agakafal namun

perusahaan menanggung risiko dari setiap kerugian dana. Kebiasaanya,

17 Muhammad Syakir Sul@p.Cit, Hal. 301
118 Engku rabiah Adawiah Engku AlDp.Cit. Hal. 53

119 bid. Hal. 55
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perusahaan mungkin akan memberikan sebagian keuntungannya sebagai hibah
kepada peserta namun tidak boleh dijanjikan di awal. Seluruh takaéul
termasuk surplusinderrate bersih adalah milik pesertakaful Satu-satunya
yang diberikan kepada perusahaan adalah keuntungan peleburkfi dana

Dalam kontrak,takaful bisa juga dilakukan dengan kombinasi antara
kontrak tabarru dan tijarah. Misalnya kontrak mudharabah yang dapat
digunakan untuk tujuan peleburan dana, sementara kontrak agensi dengan iuran
boleh digunakan untuk kegiatan asuransi. konjuakah juga boleh digunakan
untuk memberikan insentif bagi operatakaful meningkatkan prestasi karena
komisi terikat pada prestasi dan pengeluaran. Para peserta juga boleh
menggabungkan kontrakakalah dengan melantik operatakaful sebagai agen
untuk mengurus bagian asuransi dana itu dengan suatu iuran dalam hal ini untuk
menginvestasikan kontribusi yang telah dibayafKan

Dikaitkan dengan pembagian akad oleh Mustafa Az-Zarqa’ sebagaimana
yang dijelaskan diatas dan menurut Hasan Ali dalam bukusansi dalam
Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis,
praktik asuransi merupakan akahairu musammalakad yang belum ada
penamaanya) dan termasuk akad yang baru dalam litciuDalam beberapa
hal ada terjadi proses analogi hukugrag)terhadap praktik operasional asuransi
dengan beberapa akad yang telah dikenasé@mma). Salah satunya adalah akad
muwalat, yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungesab
(keturunan), yang salah satunya meoger musibah pertanggungadiyat
terhadap peristiwva pembunutin

Asuransi juga dapat menggunakan pada dkazhrru’, yaitu akad yang
didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang
lain. Akad Tabarru’ merupakan bagian databaddul haqg(pemindahan hak).
Walaupun pada dasarnya akKiabarru’ hanya searah dan tidak disertai dengan

imbalan, tapi ada kesamaan prinsip dasar didalamnya, yaitu adanya nilai

120|bid. Hal. 56
121 |bid. Hal. 57

122 Hasan Ali.Op.Cit. Hal. 139
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pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan
perusahaan asuransi sebagai lembaga pengeloftana

Dengan akad Tabarru’ berarti peserta asuransi telah melakukan
persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga
pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke
perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang
kebetulan mengalami kerugian. Akddbarru’ ini mempunyai tujuan utama
yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk
saling menanggungékafu) bersama. Sebagai implikasinya adalah peniadaan
prinsip pertukarantgbaddu) yang layak terjadi pada akad-ba'i (jual-beli).
Akad tabaddulyadalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi
konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual
polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini
(tabadully)adalah keharusan pemindahan'fiak

Akad lain yang dapat diterapkan dalam asuransi adalaiharabahyaitu
satu bentuk akad yang didasarkan pada pripofit and loss sharingberbagi
atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening
tabungan (saving) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko
investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan ndabah

Dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada tiga akad
yang membentuknya, yaitu: akddbarru’, termasukwakalah (bil ujrohilan
hibah dan akadnudharabah.Akad Tabarru’ yang mempergunakan konsep
hibah terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan
untuk saling menanggungakafu) peserta asuransi yang mengalami musibah
kerugian. Akadwakalah bil ujrohSedang akadnudharabahterwujud taatkala
dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud

usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungeofit). Karena landasan

123 1pid. Hal. 140
124|bid. Hal. 140

125|bid. Hal. 140-141
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dasar yang awal dari akadudharabahni adalahprofit and loss sharingnaka

jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi
bersama sesuai dengan porsslpah) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam
investasinya mengalami kerugialogs atau negative return) maka kerugian

tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan pertf®ahaan

128 bid. Hal.141
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BAB |11
TINJAUAN TERHADAP ASURANSI TAKAFUL UMUM

3.1. Asurans Syariah Takaful
Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk
arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan
pembiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 memberikan

pengertian asuransi sebagai berikut :

asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
dengan menerima premi, untuk memberika penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tak tentd?’.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
tertaggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul
dari suatu peristiwa yag tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkaf?.

Dari pengertian diatas, terdapat permasalahan yaitu unsur ketidakpastian
dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya
perjanjian menurut hukum Islam. Adanya unsur kalah-menang, serta untung dan
rugi antara pihak tertanggung dan penanggung menimbulkan pendapat bahwa
didalam perjanjian asuransi terdapat perjudian. Selain itu terkait dengan investasi
yang dilakukan perusahaan asuransi dengan jalan dibungakan menimbulkan

pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat Rilsar Oleh karena

127 Heri SudarsondBank dan Lembaga Keuangan SyariéYiogyakarta : Ekonisia, 2003),
Hal. 112

128 Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 LN No.
13 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 1
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itu, untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak
sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang
menekankan sifat saling menanggung, saling menolong diantara para
tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran f<fam

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan istilatta'min,
penanggung disebut dengamu’ammin,tertanggung disebutnu’amman lahu
atau musta’'min. At-ta'min diambil dari amana yang berarti memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang
tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, yddialah Allah yang mengamankan
mereka dari ketakutan.Pengertian darat-ta’'min adalah seseorang membayar
atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan
sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti
terhadap hartanya yang hildiy

Musthafa Ahmad Az-Zarga memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara
atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman)
bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dalam perjalanan
kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. la berpendapat bahwa
sistem asuransi adalah sistealawun dantaddhamun yang bertujuan untuk
menutupi kerugian peristiwa-peristiwva atau musibah-musibah oleh sekelompok
tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut
berasal dari premi mereka

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan isalkatful.
Katatakaful berasal dariakafala-yatakafaluyang berarti menjamin atau saling
menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartite@@ful dalam pengertian
muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara
satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam
ensiklopedia hukum Islam digunakan istiladt-takaful al-ijtima’i  atau

solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling

129 A. Ahzar Basyir,Asuransi Takaful sebagai Suatu Alternatilam Seminar Sehari
Takaful, Asuransi Syariah, (Jakarta : Tepati, 1993), Hal. 3

130 Wirdyaningsih, et al. Op.Cit. Hal. 177

131 bid. Hal. 177-178
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memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota
masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai
penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang
lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Musliferang-orang yang beriman
bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling
menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang bdsarHR. Bukhari
Muslim lainnya,“perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas
adalah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya
merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa
kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota tubuhnya yang
B &

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat prinatgiakaful al-ijtima’i, menjadi
pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kukuh karena setiap individu
diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawa hukum untuk memberikan
perlindungan dan jaminan terhadap individu lain. Yang memiliki kekuasaan
memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan
terhadap yang miskin, sesuai sabda Rasasuingguhnyarang yang beriman
adalah orang yang dapat memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap
harta dan jiwa orang lain.” (HR. Ibnu Majahj®

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa
mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian
pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi
syariah {a’'min, takaful atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan
tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
aset dan/atatiabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan sYariah

Terkait dengan definisi dan sistem asuransi syariah, terdapat perbedaan

pendapat dikalangan ulama. Jika diringkas, setidaknya ada tiga kelompok yang

132 | bid. Hal. 178

133 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah : Halal dan MaslahaSolo : tiga serangkai, 2007),
Hal. 20

134 Wirdyaningsih, et alOp.Cit. Hal. 178-179
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memandang asuransi secara berlainan. Pertama, ulama yag berpendapat bahwa

asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa. Pendapat

ini didukung oleh Sayid Sabiqg, Abdulla Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qordawi,

dan Muhammad Bakhit al-Muth®. dalam hal ini mereka menyatakan praktik

asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsurgasar,

maysir dan riba didalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa

unsur-unsur yang haram dalam asuransi dapat dihilangkan sehingga praktik

asuransi dapat diterima oleh Islam. Pada umumnya, alasan-alasan yang
menentang praktik asuransi antaraf&#n

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-
mata (naysip

2. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti

3. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan
iradat Allah

4. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak
mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya
sampai ia mati.

5. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh
tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila
tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang
yang telah dibayar. Ini adalah riba (faedah atau bunga).

6. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang oleh Islam

Pendapat pertama ini mengarah pada praktik asuransi konvensional yang
mengandunggharar (ketidakpastian),maisir (untung-untungan)riba dan
menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena #ossya
premiunt®’.

Kedua, pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi, termasuk asuransi

jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti

135 Khoiril Anwar. Op.Cit. Hal. 25

136 Andri SoemitraBank dan Lembaga Keuangan Syariébgkarta : Kencana, 2009), Hal.
253

137 Khoiril Anwar. Op.Cit. Hal. 25
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Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarga, Muhammad Yusuf Musa, dan

Abdurrahman Isa. Alasan mereka memperbolehkannya atfalah

a. Tidak ada teks dalam al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi

b. Ada kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak

c. Mengandung kepentingan umurmmgslahah ‘amah)sebab premi-premi
yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan
untuk pembangunan

d. Asuransi termasuk akachudharabah,artinya akad kerja sama bagi hasil
antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang
memutar modal atas dasar profit and loss sharing

e. Asuransi termasuk koperasi({rkah ta’awwuniah)

f. Di-giyaskan dengan sistem pensiun

Pendapat kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi
yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan bukan komersial, melainkan lebih
pada kemaslahatan umat, seperti Taspen dan Jasa Rahatrja.

Ketiga, pendapat bahwa asuransi bersijafohat.Para ulama berpendapat
seperti ini beralasan karena tidak ada dalil-dayiar'i yang secara jelas
mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan
kedalamsyubhatmaka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru boleh
menggunakan asuransi apabila dalam keadaan darurat. Untuk saat ini, setelah

muncul asuransi syariah maka tidak dikenal lagi istilah sytihat

3.2. Sgarah PT. Asurans Takaful
Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as.
yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia
sampaikan adalah bahwa mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang
melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi
masa kesulitas (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan

sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf as.

138 |bid. Hal. 26

%9 bid
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ini diikuti oleh Raja Firaun sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan
baik'*".

Pada masyarakat Islam sendiri terdapat sistagitah yang telah menjadi
kebiasaan mereka sejak masa pra-Istaailah merupakan cara penutupan dari
keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat
seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus
membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan
oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat dari hadits berikt{tini

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata: berselisih dua

orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut

melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan

kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka

ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan

peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW.

memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut
dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan
memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah

(diyat) yang dibayarkan oleh agilahnya (kerabat dari orang tua laki-
laki). (HR. Bukhari).

Praktik ‘agilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan
praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk
menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Perkembangan paajii
yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah
pidana, tapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering Kkali
disebutkan dalam sejarah asuransi bahwa asuransi pertama kali dilakukan di
Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun sebenarnya
sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum
datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. orang-orang Arab
yang mabhir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-
negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang dagangannya ini
mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba.
Bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiripun telah melakukan asuransi ketika
melakukan perdagangan di Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW. turut

140" Andri SoemitraOp.Cit. Hal. 179

! bid.

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



ddam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangnya terpecah belah
oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha
yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan
termasuk harga unta dan kuda yang hilang. Kepada para korban yang selamat
dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW. yang pada saat itu
berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbangkan dana pada
dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperoféfinya

Setelah masa berkembangnya Islam yang diawali di kota Madinah,
kebiasaan membayar utang darah ini masih ada bahkan diterima dalam Islam.
Hal ini dapat dilihat dari dicantumkannya ketentuan tersebut dalam piagam
Madinah. Ketentuan dalam piagam madinah tersebut menjadi embrio bagi
lahirnya sistem asuransi yaitu terkait dengan iuran setiap anggota untuk
membantu anggota kelompok yang lain yang merupakan tanggung jawab
kolektif dan terikat dengan isi perjanjian. Pada bagian lain terdapat surat
Rasulullah kepada ‘Amr bin Hazm yang menetapkan bahwa untuk satu jiwa
ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta betina, untuk kasus pemukulan yang
merusak otak atau didaerah perut ganti ruginya 1/3 dari jumlah tersebut, untuk
kerugian sebiji mata, tangan, atau kaki, ganti ruginya sebanyak separuhnya,
untuk sebuah gigi atau luka sampai kelihatan tulang, ganti ruginya sebanyak
lima unta. Sistem ini diadopsi oleh asuransi dengan memberikan ganti rugi
kepada kasus cacat baik cacat tetap total atau cacat tetap sébagian

Para ulama kontemporer kemudian mengembangkan konsep sebuah
asuransi yang berdasarkan pada sistem syariah. Mohammad Ma’shum Billah,
seorang ulama kontemporer, kemudian mengajukan sebuah konsep yang diberi
nama denganTakaful. Sebuah konsep asuransi syariah yang didalamnya
dilakukan kerja sama dengan para pedakaful (pemegang polis asuransi) atas
prinsipal-mudharabah. Perusahaan asuransi berperan seddagadharibyang
menerima uang pembayaran dari pesakaful diinvestasikan sesuai dengan

ketentuan syariah. Peserta takaful bertindak selsgdiib al-malyang akan

142 |bid. Hal. 180-181

143 Khoiril Anwar.Op.Cit. Hal. 23
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mendapatkan manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan
perusahaan asuransi syafféh

Seiring dengan perjalanan waktu dan mendesaknya kebutuhan akan
lembaga asuransi yang tidak melanggar prinsip syariat bagi umat Islam maka
konsep asuransi yang berbasis pada pritesgwuni direkomendasikan oleh
peserta Muktamar Ekonomi Islam yang berlangsung di Mekah tahun 1985 dan
dikuatkan lagi paddajma’ Al-Figh Al-Islami tanggal 28 Desember 1985 di
Jeddah®.

Selanjutnya, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang

mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip
operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur
yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan
memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic InsG@nicel.
di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh
berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di
Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di
Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, syarikat Takaful Sendirian Berhad
berdiri pada tahun 198%,

Di Indonesia sendiri, PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24
Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia
(TEPATI) yang dimotori oleh lkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi
Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha
muslim Indonesia. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan
syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan
makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun
1991, perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi

144 Andri SoemitraOp.Cit. Hal. 248
145 Khoiril Anwar. Op.Cit. Hal.24
146 Gemala DewiOp.Cit. Hal. 139

147 1bid. Hal. 139-140
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Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. PT Asuransi Takaful Umum
sendiri diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2
Juni 1995. Tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil
menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful
Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi-Basar

Pendirian dua perusahaan asuransi ini dimaksudkan untuk memenuhi pasal
3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa
perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan
secara terpisah. lzin Operasional asuransi ini diperoleh dari departemen
keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-385/KMK.017/1994 tertanggan
4 Agustus 1994°

3.3. Perbedaan Antara Asurans Syariah Dan Asurans Konvensional
Dalam hakikatnya, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki
perbedaan dalam pelaksanaan sistemnya. Perbedaan antara asuransi
konvensional dan asuransi syariah meligtti

1) Keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi
syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi
manajemen, produk serta kebajikan investasi supaya senantiasa sejalan
dengan syariat Islam

2) Prinsip asuransi syariah adaldrakafulli (tolong menolong) sedangkan
prinsip asuransi konvensional adaltdabuli (jual beli antara nasabah
dengan perusahaan)

3) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi)
diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi masih&rabal
Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada
sembarang sektor dengan sistem bunga.

4) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah.

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

148 http://takaful.com/index.php/profile/listiiakses 4 November 2011 pukul 11.38

149 Gemala DewiOp.Cit. Hal. 140

%0 Heri SudarsondOp.Cit. Hal. 118
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5)

6)

7)

8)

9)

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan
dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan
kebijakan pengolahan dana tersebut.

Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening
Tabarru’ seluruh peserta yang telah diikhlaskan untuk keperluan tolong
menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi
konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik
perusahaan.

Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan
perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam
asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.
Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong
dan melindungi satu dan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai
iuran kebajikan yang disebdiabarru’. Jadi sistem ini tidak menggunakan
pengalihan risikor(sk transfer) dimana tertanggung harus membayar premi,
tetapi lebih merupakan pembagian risikisk sharing) dimana para peserta
saling menanggurig’.

Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti
yang terdapat dalam asuransi konvensional. jika pada masa kontrak peserta
tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri
sebelum maseeversing periodmaka dana yang dimasukkan dapat diambil
kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk
Tabarru™?

Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan
dengan peserta sesuai prinsp bagi hasil dengan proporsi yang telah
ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan

menjadi hak milik perusaha&i

151 Andri SoemitraOp.Cit. Hal. 245
%2 |bid. Hal. 267
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34. Landasan Hukum Asurans Takaful
Dalam menjalankan usaha perasuransiannya, Perusahaan asuransi Takaful
mendasarkan sistem operasionalnya pada hukum Islam yang berasal dari :
1) Al-Quran
Dalam al-quran sendiri sebenarnya tidak disebutkan jelas-jelas
mengenai istilahal-ta’min ataupunal-takaful Namun demikian, terdapat
ayat yang menjelaskan mengenai konsep asuransi dan yang memiliki
muatan nilai-nilai dasar yang ada di praktik asurahsi
a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan
Dalam QS. al-Hasyr (59) : 18 dijelaskan
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk

hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”

Selain itu, dalam QS. Yusuf (12) : 47-49 juga dijelaskan

“Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)

sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu
biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian

sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang

menghabiskan apa yang kamu simpan. Kemudian akan datang
tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di
masa itu mereka memeras anggur”.

b. Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama
Dalam QS. Al-Maidah (5) : 2 dijelaskan
“...tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

Selain itu, dalam QS. Al-Bagarah (2) : 185 juga tertulis bahwallah
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu...”

c. Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah
Dalam QS. Al-Quraisy (106) : 4 menjelaskan bahtyang telah

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan

134 Gemala DewiOp.Cit. Hal. 188-191
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mengamankan mereka dari ketakutan”. Dalam QS. Al-Bagarah (2) :

126 juga dijelaskan bahw@aan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, “Ya

Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa (selamat)”

d. Perintah Allah untuk Bertawakal dan Optimis Berusaha

Dalam QS. Al-Taghaabun (64) : 11 dijelaskan bahwa “tidak ada suatu

musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

selain itu, dalam QS. Lugman (3) : 34 dikatakan bahwa :
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang
diusahakannya besok; dan tiada seorangpun yang dapat

mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2) Sunnah Nabi SAW?®,

a) Dalam riwayat oleh Ibnu Majah dikatakan bah{&esungguhnya
seseorang yang beriman itu ialah barangsiapa yang memberi
keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga

manusia”

b) Dalam riwayat oleh Ahmad dikatakan bahwa

“Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada
seorangpun yang masuk surga sebelum mereka memberi
perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam
kesempitan”

c) Dalam riwayat oleh al-Bazzaar dijelaskan bahwd&Tidaklah
beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut

kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan”

3) ljtihad
a) Fatwa Sahabat
Berkenaan dengan pembayaran ganti rugi, hal ini pernah dilaksanakan
oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata:

“orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut
berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus
menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas

155 bid. Hal. 184
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pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah
seorang anggota masyarakat mereRa”
b) Ijma

Para sahabat telah melakukgtifag (kesepakatan) alam halgilah
yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adaryaa atau
kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang
menentang pelaksanaagilah ini. Agilah adalah iuran darah yang
dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-lakiashabah) dari si
pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak
sewenang-wenang). Dalam hal ini kelompoklah yag menanggung
pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota kelompok
tersebut®’.

c) Qiyas
Qiyas merupakan metodgtihad dengan jalan menyamakan hukum
suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-
Sunnah atau Al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam
Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadits karena persamidlah (penyebab
atau alasannya). Dalam kitdtathul Bari, disebutkan bahwa dengan
datangnya Islam, sisterAgilah diterima Rasulullah SAW. menjadi
bagian dari hukum Islam. Jadi dibandingkan dengan permasalahan
asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di kpyedengan sistem

agilahyang telah diterima di masa Rasuluff@h

4) Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia
Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih
mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di

Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan

158 |bid. Hal. 194
157 bid. Hal. 195
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prinsip syariah. Pasal 1 Undang-undang ini menyebutkan definisi asuransi
sebagai berikdt*
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjia antara dua pihak
atau lebih; dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”

Dalam pasal tersebut nampak masih adanya gambaran perjanjian dua
pihak antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan pembayaran
atas timbulnya suatu peristiwa yang tidak pasti yang diperjanjikan. Dalam
KUHPerdata, perjanjian pertanggungan ini merupakan salah satu dari
‘perjanjian untung-untungan” yang diatur pada pasal KUHPerdata yang
disejajarkan dengan perjudigh

Pengertian “peristiwa yang tidak pasti” dalam Undang-Undang No. 2
tahun 1992 ini hanya memperluas penjabaran mengenai pengertian
“peristiva yang tak tertentu” dari definisi asuransi yang ada dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Definisi asuransi dalam KUHD terdapat
dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu pada pasal
246 yang berbunyi’;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang

tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakanm

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”

Dengan melihat pengertian asuransi di atas, maka seperti halnya
KUHPerdata, asuransi disini dapat dipersamakan dengan perjanjian
tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi. Berdasarkan KUHD

ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya

1591 bid. Hal. 202
180 bid. Hal. 203
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akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah
dibayarkan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung
dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penangtjung

Selain KUHD dan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, berlaku juga PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan
atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial
yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial
Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan
Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan). Pengertian asuransi
dalam UU no. 2 tahun 1992 maupun KUHD tidak dapat dijadikan
landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Sementara, ketentuan
lainnya dalam KUHD dan undang-undang tersebut yang mengatur
tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan administrasi
dapat diterapkan dalam asuransi Isi4m

Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan
asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang
dikeluarkan olen Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
yaitu Fatwa no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum
asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada
tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara
syariat®

Namun, fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ini tidak
memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional, karena tidak
termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

agar ketentuan dalam fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan

1%2|bid. Hal. 204
183 Andri SoemitraOp.Cit. Hal. 251

164 Gemala DewiOp.Cit.Hal. 204
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hukum maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pedoman asuransi sy&tiah

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang telah
dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi 1&am

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang
dapat dijadikan @ dasar untuk mendirikan asuransi Islam
sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa:
“setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha
reasuransi berdasarkan prinsip syariah...ketentuan yang
berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4
mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip
syariah, pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan
prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No
424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuagan perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketentuan yang berkaitan
dengan asuransi Islam tercantum dalam pasal 16-18 mengenai
kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip
syariah.

3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.
4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi
perusahaan reasuransi dengan sistem syariah,

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa peraturan mengenai
perasuransian syariah sudah ada, tapi belum cukup mengakomodasi

kegiatan perasuransiana Islam di Indonesia, terutama apabila

1% pid.
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dibandingkan dengan perbankan Islam. Peraturan mengenai asuransi

syariah sampai saat ini masih berupa rancangan undang-ttidang

3.5. Pengelolaan Dana PT. Asurans Takaful Umum

Dalam hal pengelolaan dana nasabah oleh PT Asuransi Takaful Umum,
setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan dalam rekening khusus
yaitu rekening yang diniatkan derriabarru’ dan digunakan untuk membayar
klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu
sendiri. Premi Takaful kemudian akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana
peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan
proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh
akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi
“beban asuransi” (klaim, premi asuransi). bila terdapat kelebihan akan dibagikan
menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan
dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan
penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan
digunakan untuk membiayai operasional perusafiaan

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah
yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian
yang wajar. Dana pembayaran klaim Takaful diambil dari kumpulan
pembayaran premi peserta. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana
kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagikan pada
perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan pnaosliparabahdengan porsi
pembagian yang telah disepakati sebelurtifiya

Surplus dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang
tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran presentase tertentu
sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal

perjanjiart™®.

%7 bid.
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3.6. Produk PT. Asuransi Takaful Umum
Takaful Umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang
memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan
atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan
sebagainyd’. Fokus utama dari PT. Asuransi Takaful Umum adalah
memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian
seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga dan kendaraan
bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera
dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah Syariaff.Islam
Diantaranya adalah :
a) Takaful Baitund’
Merupakan produk dari Takaful yang melindungi rumah tertanggung
dari risiko kebakaran. Obyek Asuransi dari produk ini adalah
1) Rumah Tinggal/Apartemen
2) Rumah Tinggal Kantor (Rukan)
3) Rumah Tinggal Toko (Ruko)
Total Manfaat yang didapatkan dari asuransi Takaful Umum adalah
Total harga obyek asuransi yang meliputi harga bangunan, perabot, stok dan
lain-lain. Dalam aplikasinya, asuransi takaful Baituna dibagi menjadi
beberapa paket standar sebagai bagian dari pelayanan yang dapat dipilih oleh
tertanggung, yaitu
1) Paket Standar
Memberikan manfaat utama yang diperluas dengan manfaat tambahan
standar

2) Paket Istimewa

179 Andri SoemitraOp.Cit. Hal. 281

"1 Muhammad Syafi'i AntonioPrinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase
Islam di Indonesia(Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), Hal. 151

172 http://takaful.com/index.php/produk/listiakses tanggal 4 November 2011 pukul 11.54

173 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnuluklid/28/produk/Asuransi+

Takaful+Umum/diakses tanggal 4 November 2011 pukul 12.07
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Merupakan paket standar yang diperluas dengan perlindungan tambahan
pilihan
Manfaat Utama dari produk Takaful Baituna adalah pemberian ganti
rugi terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi
Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang meliputi:
a. Kebakaran
b. Petir
c. Ledakan
d. Kejatuhan Pesawat Terbang
e. Asap
Selain itu juga terdapat manfaat tambahan standar yaitu :
a. Kebongkaran
Gempa Bumi
Letusan Gunung Berapi
Tsunami

Banijir

~,® 2.9

Angin Topan
Badai

= @

Kerusakan akibat air

I. Terorisme, dan

j. Sabotase
Besarnya biaya ganti rugi yang diberikan adalah Total Harga Manfaat
Takaful untuk Perabot dengan maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- selama
periode Perlindungan. Sementara itu besarnya bantuan biaya sewa tempat
tinggal sementara adalah maksimal sebesar 5% dari Harga Petanggungan
Bangunan selama periode asuransi.
Dalam hal terdapat tertanggung atau anggota keluarga tertanggung yang
meninggal, maka luas jaminan dan maksimum santunan adalah sejumlah
uang yang diberikan oleh Takaful kepada Peserta termasuk anggota
keluarganya yang disebabkan oleh kecelakaan dengan ketentuan yaitu batas
tanggung jawab hukum terhadap pihak Il maksimum Rp. 100 juta selama

periode pertanggungan asuransi. sedangkan untuk kerusuhan, pemogokan,

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



penghalang bekerja, perbuatan jahat, pencegahan dan huru-hara, maka
tertanggung mendapatkan biaya pembersihan puing, sebesar maksimum 10%
dari total manfaat takaful. Untuk biaya arsitek, surveyor dan konsultan teknik
diberikan ganti rugi dengan batas maksimum tidak melebihi 5% dari Total

Manfaat Takaful.

b) Takaful Surgaind*

Merupakan Produk Takaful yang memberikan perlindungan terhadap
kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan
meninggal dunia, menderita cacat badan dan/ atau biaya pemakaman peserta.
Yang bisa menjadi peserta adalah warga negara Indonesia yang berusia Usia
minimum 17-60 tahun (untuk pemegang polis) dan untuk anak sejak usia 0-21
tahun atau belum menikah.

Lingkup Jaminan yang ditaggung dalam produk Takaful Surgaina
adalah Meninggal dunia karena kecelakaan, Santunan cacat tetap maksimum
sebesar 100% jaminan meninggal dunia karena kecelakaan, Bantuan uang
duka untuk meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Cash plan untuk rawat
inap karena kecelakaan sesuai tabel maksimum 90 hari rawat inap

Sesuai dengan prinsp dan filosofi asuransi Takaful, Segala risiko yang
berasal dari musibah dan / atau bencana yang menimpa manusia, merupakan
gadha dangadhar dari Allah SWT. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha
untuk memperkecil kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko dalam
melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap kepentingan pribadi atau
perusahaan. Takaful sebagai asuransi yang dilandasi pada konsep saling
tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaeatg'awanu alal birri wat
taqwa) dan memberikan perlindungaaitgd'min), menjadikan semua peserta
Takaful sebagai peserta yang saling menanggung risiko satu sama lainnya.

Takaful Surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan
terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh
peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan

dan/atau biaya pemakaman peserta.

14 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnu@lukid/21/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/diakses tanggal 4 November 2011 pukul 15.15
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Dalam melakukan klaim, maka harus mengikuti prosedur sesuai
standar, yaitu segera melaporkan terjadinya peristiwa klaim keyzadie
point surgaina dan mengisi formulir klaim Surgaina yang telah disediakan
disertai Dokumen klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Berita acara
kecelakaan dan kematian dari rumah sakit atau dokter serta kepolisian
setempat jika karena kecelakaan lalu lintas, dokumen klaim cacat tetap karena
kecelakaan, Berita acara kecelakaan dan cacat tetap dari rumah sakit atau
dokter setempat, Dokumen klaim meninggal dunia bukan karena kecelakaan,
Berita acara kematian dari rumah sakit atau dokter serta kelurahan setempat,
Dokumen klaim cash plan atau biaya rawat inap rumah sakit karena
kecelakaan, Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit setempat, dan
khusus untuk klaincash plan atau biaya rawat inap rumah sakit karena
kecelakaan, klaim dapat diajukan setelah dirawat minimal selama 2 x 24 jam
di rumah sakit setempat.

Jika nasabah pembayar premi meninggal dunia maka untuk peserta
pendamping bebas membayar premi bulanan sampai saat jatuh tempo polis.
Jika salah satu peserta pendamping meninggal dunia maka akan dilakukan

adjustment atas pembayaran premi bulanan.

c) Takaful Abrof”

Merupakan produk Takaful yang menggantikan Kkerugian atas
kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Produk Takaful ini
menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah

kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

d) Takaful Ansot’®

175 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SESSID=e11b2a0db8ef1935a
2512a6135f4 ea7cdanamp;/1/frmProdukld/2/produk/Asuransi+Takaful+Undiskses tanggal 7
November 2011 pukul 07:11

176 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnuluklid/44/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.22
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Produk Takaful untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan
kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa. Syarat Kepesertaan dari produk
asuransi ini yaitu:

1) Usia Peserta saat penutupan asuransi minimal 17 tahun dan maksimal
60 tahun.

2) Usia masuk ditambah masa kontrak tidak lebih dari 61 tahun.

3) Nama Peserta sesuai dengan yang tercantum dalam STNK atau sesuai
dengan kuitansi pembelian sepeda motor kecuali untuk kepemilikan
oleh Badan Usaha.

Untuk pertanggungan asuransi ini, harga maksimum per sepeda motor
adalah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) dan Penggunaan untuk Pribadi
atau Dinas (untuk instansi/perusahaan), tidak termasuk disewakan atau ojek.

Usia Sepeda Motor maksimum 7 (tujuh) tahun. Perusahaan hanya
berkewajiban memberikan manfaat meninggal dunia untuk 1 Polis (tidak ada
kelipatan) apabila Peserta memiliki lebih dari satu Polis.

Manfaat yang diberikan Takaful Ansor adalah :

1) Kerugian total (TLO) atas sepeda motor (kecurian atau kecelakaan)
2) Santunan meninggal dunia karena kecelakaan Rp 10.000.000,-

3) Santunan meninggal dunia bukan karena kecelakaan Rp 5.000.000,-

e) Takaful Rekayasa’

Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau
kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi dan/ atau pemasangan),
peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga
menyebabkan kerugian kepada Peserta (prinsipal, kontraktor atau pemilik
peralatan). Beberapa produk diantaranya adalah:

1) Takaful Contractor All Risksyaitu Program Takaful yang mengganti
kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi,
peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek sipil tersebut.

L http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnolukid/1/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.30
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2) Takaful Erection All Risks yaitu Program Takaful yang mengganti
kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi,
peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemasangan
tersebut.

3) Takaful Mesin, yaitu Program Takaful yang mengganti kerugian atas
kerusakan bangunan pabrik, mesin, peralatan mesin dan
perlengkapannya dalam suatu wilayah operasi akibat risiko yang timbul
secara kebetulan, tidak terduga, tiba-tiba seperti ketidaksempurnaan
dalam pencetakan dan material, kesalahan desain, kesalahan di
workshop atau dalam pemasangan, cacat dalam pengerjaan, ceroboh,
kurang/ tidak trampil, kekurangan air dalam boiler, ledakan secara fisik,
robek secara terpisah karena gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau
sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis.

4) Takaful Electronic Equipmentyaitu program Takaful yang mengganti
kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kehancuran materi dari sistem
listrik atau peralatan elektronik akibat risiko yang timbul secara
kebetulan, tidak terduga dan tiba-tiba seperti kebakaran, kebongkaran,
asap, petir, arus pendek, kerusakan air dan oleh sebab lain yang tidak
dikecualikan dalam polis serta media data dan penambahan biaya yang

timbul akibat kerusakan materi untuk menghindari terhentinya bisnis.

f) Takaful Anekd™
Program Takaful yang menggantikan kerugian atas berbagai macam
risiko. Takaful Kecelakaan Diri (TakafuPersonal Accident merupakan
asuransi yang memberikan uang santunan dan biaya perawatan terhadap
peserta yang mengalami kecelakaan, sehingga peserta meninggal dunia atau
cacat tetap. Beberapa produknya antara lain:
1) Takaful Penyimpanan/ Pengangkutan Uang. Merupakan asuransi yang

memberikan  perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat

178 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnolukid/7/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7. 55
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

menyebabkan kehilangan/kerugian uang dalam brardafe pok atau
selama pengangkutan.

Takaful All Risk Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan
terhadap risiko-risiko yang dapat menyebabkan kehilangan/kerugian
peralatan perkantoran seperti furniture, komputer, laptop dll.

Takaful Kebongkaran. Merupakan asuransi yang memberikan
perlindungan terhadap risiko kebongkaran yang menyebabkan
kehilangan/ kerugian harta benda dalam lokasi tertentu.

Takaful Alat Berat (TakafuHeavy Equipmeit Merupakan asuransi
yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat
menyebabkan kehilangan/ kerugian alat berat yang sedang dipergunakan
seperti Traktor, Buldozer, Crane dli

Takaful Tanggung Gugat Pihak ke ITgkaful Liability). Merupakan
asuransi yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap
tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang timbul sebagai
kesalahan/kelalaian aktivitas peserta yang menyebabkan pihak ketiga
mengalami kerugian harta bend&adperty Damage) maupun kecelakaan
diri  (Bodily Injury). Produk Takaful Tanggung Gugat (Takaful
Lialibility) terdiri dari : Produk Liability, Comprehensive General
Liability (CGL), Automobile Third Party Liability, Workmen
Compensation dan Employer Liability

Takaful Jaminan Ketidakjujuran Fidelity Guarantee Insurange
Merupakan asuransi yang memberikan jaminan Kkerugian akibat
kehilangan, penggelapan dan penyelewengan dan ketidakjujuran yang
dilakukan oleh pegawai perusahaan peserta.

Takaful Lain Sesuai KebutuhanTg@ilor-Made Insurance. Merupakan
produk-produk dari Asuransi Takaful Umum, baik yang menggunakan
polis standard maupufailor-Made Policy yang akan disesuaikan
dengan kebutuhan dari para peserta Asuransi Takaful Umum baik
perseorangan maupun perusahaan. Produk-produk Takaful ini antara lain
seperti: Takaful Annisa ( Female Insurance ), Property All Risk
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Insurance, Oil and Gas Insurance, dan sebagainya, Takaful Plate Glass,

Takaful Neon Sign

g) Takaful Kebakarat®
Program Takaful yang mengganti kerugian kerusakan atau kehilangan
bangunan. Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan
sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran
petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkan
dan juga diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan
kebutuhaf®. Jenis Polis yang tersedia untuk asuransi ini:

1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yaitu Mengganti
kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang
diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran,
ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari
harta benda yang dipertanggungkan

2) Polis Property/ Industrial All Risk (Munich Re), yaitu Mengganti
kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang
diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan olen musibah kebakaran,
ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari
harta benda yang dipertanggungkan.

Dalam pertanggan tersebut dapat diberikan perlindungan terhadap

risiko tambahan, yaitu

1) Kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat

2) Huru-hara,

3) Tertabrak kendaraan

4) Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air

5) Biaya pembersihan

6) Tanah longsor

179 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnoluklid/4/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:45

180 Heri SudarsondOp.Cit. Hal. 144
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7) Risiko tambahan lainnya (seperti gempa bumi, teroris dan sabotase yang
disediakan dengan ketentuan polis tersendiri).

h) Takaful Pengangkutan dan Rangka K&pal
Program Takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat
pengangkutan selama dalam pengangkutan. Program ini dibagi menjadi dua,
yaitu:
1) Takaful Pengangkutan
Merupakan program Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau
kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal
sampai ke tempat tujuan. Risiko yang dapat dijamin dalam Takaful
Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut
kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana
yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan. Takaful Pengangkutan
memberikan  bermacam-macam program sesuai dengan jenis
pengangkutan:
a. Takaful Pengangkutan Laut
b. Takaful Pengangkutan Darat
c. Takaful Pengangkutan Udara
d. Takaful Pengangkutan Antar Pulau
2) Takaful Rangka Kapal
Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau
kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan),

disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut.

i) Takaful Kendaraan BermotSf
Program Takaful ini bertujuan untuk mengganti kerugian baik
kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas

setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan,

181 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnolukid/5/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/ diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:52

182 http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnulukld/29/produk/Asuransi+

Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 jam 08:01
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tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang disebakan oleh
kesalahan material atau konstruksi perbuatan orang jahat, pencurian,
kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar
Kendaraan Bermotor Indonesia.

Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan dalam ketentuan
asuransi ini adalah kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan,
Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya), Kendaraan Pengangkut
Barang, Bus Umum dan Sepeda Motor.

Pada jaminan ini dapat diberikan jaminan Tambahan (dengan
penambahan premi) berupa:

a. Kerusuhan dan pemogokan dan huru-hara
b. Kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang

c. Banijir
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BAB IV
ANALISISPEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU’ DALAM
ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
MENURUT HUKUM ISLAM

4.1. Akad Tabarru’ Dalam Hukum Islam

Akad Tabarru’ merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam akad
dalam hukum Islam. Akad ini mengkhususkan diri kepada kegiatan yang bersifat
amal dan tidak komersiallabarru’ berasal dari kataabarra’u-yatabarra’u-
tabarru’an, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.
Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa
ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikkan harta itu dari
pemberi kepada orang yang dib&ti

Akad Tabarru’ merupakan akad yang penamaannya telah jelas
dicantumkan dalam al-Quran. Hal ini menyebabkan ketentuan-ketentuan
mengenai akad abarru’ telah ada dalam al-Qur'an yang tidak berlaku untuk
akad-akad yang lain Musamma). Dalam al-Quran kat&abarru® tidak
ditemukan pengertiannya. Akan tetafabarru’ dapat diartikan sebagai dana
kebajikan yang diambil dari katal-birr (kebajikan) dan dapat ditemukan

misalnya dalam al-Quran surat al-Baqgarah:177 yang berbunyi:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan ) hamba
sahaya...... dan seterusnya” (QS. Al-Bagarah, 2:177)

Dalam pembagian akad yang didasarkan dari segi pertukaran hak, akad
Tabarru” atau Tabarru’at merupakan sebuah akad yang didasarkan atas
pemberian dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad.
Contohnya adalaklibah, dimana salah satu pihak yang berakad yang disebut
dengan pemberi hibah memberikan sesuatu atas dasar memberikan pertolongan

yang di akadkan kepada pihak lainnya. Dilihat dari segi tujuan dalam

183 Nasrun HarunFigih Muamalah(Jakarta : Media Pratama, 2000), Hal. 82
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melakukan akad, aka@labarru’ dimaksudkan untuk menolong orang lain yang
berada dalam masalah atau mengalami sebuah musibah. TGtry’
merupakan akad yang ditujukan murni semata-mata karena mengharap ridho dan
pahala dari Allah, sama sekali tidak terdapat unsur mendapatkan pengembalian,
mencari keuntungan maupun motif ekonomi lainnya.

PemaknaarnTabarru’ sebagai pemberian atdnibah dapat dilihat dalam
firman Allah surat an-Nisa  ayat 4 yang berbufyi Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,
maka makanlah (ambillah) pemberian itu ...” . Selain itu, ketentuan mengenai
danaTabarru’ juga terdapat dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari,
Nasa'i, Hakim dan Baihagi yang berbunyiSaling memberi hadiahlah
kemudian saling mengasihi¥Walaupun tidak secara jelas dinyatakan dalam al-
Qur'an secara terperinci, hamun dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut
mengacu pada ketentuan mengenai akKatbarru’ yang menekankan pada
tolong menolong dengan saling memberi dengan tujuan kebajikan, bukan semata
untuk tujuan komersidil*.

Dalam akadTabarru’, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tolong-
menolong yang menggunakan aKabarru’ tidak memiliki hak atas pembagian
keuntungan dari pihak lain. Yang dimaksudkan dengan keuntungan disini adalah
keuntungan yang didapat oleh pihak yang menerima bantuan daitiadigaol’
tersebut, termasuk keuntungan yang diperoleh dari pengelolaaradbeneu’.

Pihak yang memberikan memberi dengan ikhlas tanpa ada keinginan untuk
menerima apapun dari orang yang menerima. Keuntungan yang diharapkan tidak
datang dari orang lain dan bukan merupakan suatu hal yang konkrit ada di dunia,
melainkan dari Allah, berupa ridho dan pahala. Namun, salah satu pihak dapat
meminta kepada pihak lain agar mendapatkan bagian untuk menutupi biaya yang
dibutuhkan dalam rangka pembuatan perjanjian dengan unsurTakagru’,
sebelum perjanjian tersebut ditutup. Selain untuk menutupi biaya yang
dibutuhkan dalam proses pembuatan perjajian, tidak ada keadaan yang

mengizinkan siapapun mengambil keuntungan dari kontrak tersebut. Beberapa

8¢ Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MBBtwa Dewan

Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Ketentuan
Umum.
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contoh jenis akadTlabarru’ adalah gard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah,
waadi'ah, hibah, wagf, shadagah, dan hadfah

Terdapat tiga jenis variasi dana Tabaryajtu'2®

a) Meminjamkan uang,
b) Meminjamkan jasa
C) Memberikan sesuatu

Dalam bab ini, Tabarru’ yang akan menjadi pokok analisis adalah
Tabarru’ yang terkait dengan akad yang ditujukan untuk memberikan sesuatu
dalam rangka menolong orang lain yang menerima musibahHyihiain. Hal ini
sesuai dengan pendapat bapak Agus Haryadi, Praktisi asuransi syariah, mantan
CEO PT. Asuransi Takaful Keluarga dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI
yang menyatakan bahwa ak@dbarru’ yang digunakan dalam asuransi syariah
adalah akadhibah yang direpresentasikan dalam pemberian premi yang
dibayarkan oleh peserta asuransi secara ikilagataHibah berasal dari bahasa
Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan
mashdardari katawahab yang berarti pemberian. Hibah memiliki pengertian
memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan
imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak
penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan
dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan
hak milik. Hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak
penerima sewaktu ia masih hidup, jadi transaksi bersifat tunai dan langsung serta
tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah
pemberi hibah meninggal dunfa Hibah merupakan suatu pemberian yang

mengakibatkan perpindahan hak milik, oleh karena itu pihak pemberi hibah

18 Adiwarman A. KarimOp.Cit. Hal. 64

'8 |bid. Hal. 65

187 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan

Syarian Nasional, JI. Dempo, Matraman.

188 Helmi Karim.Op.Cit. Hal. 73-74
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tidak boleh meminta kembali harta yang telah dihibahkannya, sebab hal tersebut
bertentangan dengan prinsip-prinsip hit¥ah

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hibah sebagai suatu
perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi 4 unsur, yaitu ada pihak
penghibah, ada pihak yang menerima hibah, ada benda yang dihibahkan dan ada
ijab kabul (transaksi), yang disebut juga dengan akad hibah. Pihak penghibah
merupakan orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Dalam akad
Tabarru’, orang yang berderma atau memberikan hibah tidak berniat mencari
keuntungan dan tidak menuntut penggantian sebagai imbalan dari apa yag telah
ia berikan. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah
disyaratkan™

a) la mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihibahkan.
Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak
penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda
yang dihibahkannya itu. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan
sesuatu yang bukan miliknya, dan apabila hal ini terjadi maka perbuatan
itu batal demi hukum.

b) Pihak penghibah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara
sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap
bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah,
sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Dalam kerangka
ini, anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudaimayyiz,
dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh
dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan

c) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan
sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.
Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang
kehartabendaan.

Unsur berikutnya dalam hibah adalah penerima hibah. Karena hibah

adalah transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam

189 bid. Hal. 75

190 1hid. Hal. 76
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arti yang sebenarnya, dalam artian tidak boleh diberikan kepada anak dalam
kandungan. Pihak penerima hibah tidak disyaratkan harus baligh, apabila ia
belum cakap maka ia bisa diwakili oleh walifiifa

Rukun hibah yang ketiga adalah obyek yang dijadikan hibah atau benda
yang dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh obyek hibah'¥dalah

a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak
penghibah, maksudnya benda tersebut bukanlah milik orang lain, tapi
benar-benar hak milik dari si penghibah.

b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya
ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu
yang belum ada wujudnya. Seperti hasil pertanian yang baru ada saat
panen dua bulan lagi.

c) Obyek yang dihibahkan mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh
agama.Tidak boleh menghibahkan sesuatu yang diharamkan agama,
seperti babi dan minuman keras.

d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari
harta penghibah. Harta tersebut setelah dihibahkan telah jelas terpisah dari
harta si penghibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sebagian dari satu
harta yang tidak daat dipisah-pisahkan.

Unsur hibah yang terakhir adalglab dan kabul atau akad. Penekanan
yang menjadi sasaran ialah kepasighat dalam transaksi hibah tersebut
sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik
melalui hibah. Ini berarti walaupun tiga unsur pertama telah terpenuhi dengan
segala persyaratannya, hibah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hibah tidak
dilakukan.

Secara ringkas, Akaflabarru’ dalam Islam merupakan sebuah akad yang
yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong dan bukan untuk
tujuan komersial. Akad ini ditujukan terutama untuk membantu sesama muslim
yang mengalami kesulitan, tanpa mengharapkan adanya balasan dari pihak yang

ditolong melainkan balasan dari Allah. Contoh akad yang umum digunakan di

191 bid. Hal. 77

192 1pbid. Hal. 77-78
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Indonesia adalaKibah. Hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain
tanpa mengharapkan balasan imbalan dan jasa. Si pemberi bersedia melepaskan
haknya atas suatu benda dan merupakan perpindahan hak milik yang membuat si
pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk meminta barang yang dihibahkannya

kembali..

4.2. Akad Tabarru” Dalam PT. Asuransi Takaful Umum Ditinjau Dari
Hukum lslam

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang
mempergunakan akathbarru’ sebagai salah satu produk untuk mengelola dana
pemegang polis dalam sistem operasionalnya. Dalam konsep dasar
operasionalnya, asuransi takaful umum (kerugian) mempresentasikan konsep
tolong menolongtékaful) sebagaimana yang termuat dalam QS. al-Maidah ayat
2. Bentuk kontribusi dana tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi
danatabarru’ sebesar yang ditetapkan oleh perusahaan astifam$al inilah
yang membedakan antara asuransi syariah dan konvensonal yang menggunakan
perjanjian jual beli dalam memberikan pertanggungan. Dalam hal ini kontribusi
danatabarru’ ditetapkan oleh PT. Asuransi takaful Umum, yaitu sebesar 55%
dari total premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi, sedangkan 45% sisanya
digunakan untuk membayar Ujrah atau beban-beban asuransi.

Dalam PT Asuransi Takaful Umum, akad yang digunakan antar peserta
adalah akadabarru’ sedangkan akad peserta dengan perusahaan menggunakan
akadwakalah bil ujrah yaitu dengan perusahaan sebagai wakil atau pengelola
danatabarru’ yang mendapatkaiee atauujroh. Dalam asuransi syariah, premi
yang dibayarkan disebut dengan istilah kontribusi. Peserta memberikan hibah
berupa sebagian dana yang disisihkan dari kontribusi yang dibayarkan kepada
perusahaan (darabarru’) yang berkedudukan sebagai pengelola dana tihah
yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah juga

diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. hal ini sesuai dengan ketentuan

193 Muhammad Syakir Sul®@p. Cit.,Hal. 225

1% |ihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah
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Fatwa DSN 52/DSN-MUI/I/2006 tentang AkadlVakalah bil Ujrah Pada
Asuransi dan Reasuransi Syari'ah yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi
selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan
investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan
dana/investasi, juga dapat digunakan al#akalah bil Ujrah dengan ketentuan
peserta asuransi sebagai investor dan perusahaan asuransi sebagai pengelola
dana.

Investasi dalam hukum Islam, merupakan hal yang wajib dilakukan untuk
menghindari adanyal-lktinaz-®> seperti membiarkan uang menganggur dan
tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an yang berblayorang-orang yang
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu” (QS. 4 : 29). Dalam Islam investasi merupakan kegiatan
muamalah yang sangat dianjurkan,karena dengan berinvestasi harta yang
dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-
Quran dengan tegas melarang aktivitas penimb(iktimaz)terhadap harta yang
dimiliki  (9:33). Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw
bersabda,”Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak
yatim itu memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya
(membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu, sehingga harta itu terus
berkurang lantaran zak&t

Dana yang diinvestasikan dalam PT. Asuransi Takaful Umum adalah
kumpulan dand abarru’ peserta asuransi. Dafabarru’ tersebut dikumpulkan
dalam satu rekening, yaitu rekening khusus yang memang telah diperuntukkan
untuk danatabarru’. Rekening khusus tersebut dikumpulkan dari satu jenis
bentuk pertanggungan saja, dalam hal ini asuransi kebakaran. Kebijakan DSN-

MUI memberikan pengaruh yang cukup besar dalam ketentuan mengenai

195 Al-lktinaz berarti menimbun. Lihat Muhammad Sholahudd{amus Istilah Ekonomi,
Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Klakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

1% Anonim, Eksistensi Reksa Dana Syarjatiari http://www.scribd.com/doc/52918897/
Reksa-Dana-Syariah-#iakses tanggal 9 Januari 2012 pukul 14.36
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kumpulan danaTabarru’ asuransi syariah. Menurut Bapak Agus Haryadi,
praktisi di bidang asuransi syariah dan salah seorang anggota DSRiMUI
ddam suatu perusahaan asuransi, dabarru’ dapat dikumpulkan dalam satu
rekening perusahaan apabila masih dalam nominal yang kecil. Namun apabila
telah mencapai angka yang besar, misalnya mencapai angka milyaran, maka
danatabarru’ tersebut harus dipisahkan kedalam rekening untuk masing-masing
bentuk pertanggungan.

Dana tabarru’ selain untuk diinvestasikan juga merupakan suatu kumpulan
dana yang digunakan untuk menutupi pertanggungan peserta asuransi. Apabila
salah satu dari pesertakafuli (asuransi takaful) mendapatkan musibah, maka
peserta lainnya ikut menanggung risiko. Klaim dari pertanggungan tersebut
dibayarkan dari akumulasi dartabarru’ yang terkumpdf® Musibah yang
dgpat ditanggung dalam asuransi kebakaran takaful umum adalah musibah
akibat risiko sebagaimana dijelaskan dalam bab | polis asuransi kebakaran
takaful umum yang disebabkan dari :

1. Kebakaran.

Dapat merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian

atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab

kebakaran lain sepanjang tidak ada pengecualian mengenai hal tersebut
dalam polis. Dapat berupa kebakara yang diakibatkan oleh menjalarnya api
atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri,
hubungan arus pendek, dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran
benda lain disekitarnya. Kerugian juga ditanggung apabila diakibatkan
oleh air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau
memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian
harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah
yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

19" Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan
Syarian Nasional, JI. Dempo, Matraman.

19 Muhammad Syakir Sul@p. Cit.,Hal. 225
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Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi
listrik, kerugian atau kerusakan dijamin apabila menimbulkan kebakaran
pada benda-benda yang ditanggungkan.

3. Ledakan

Untuk ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada

polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk

kepentingan tertanggung yang sama. Yang dimaksud dengan ledakan di

polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan

oleh mengembangnya gas atau uap.
4. Kejatuhan pesawat terbang

Yang dijamin adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk

helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan harta benda

dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang
berisikan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. Asap

Yang merupakan kerugian yang berasal dari harta benda yang

dipertanggungkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gemala Dewi, S.H., LL.M., berbeda
dengan pengelolaan dana dalam asuransi takaful keluarga yang menggunakan
dua sistem pengelolaan dana yang berbeda yaitu dengan unsur tabungan dan
sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, dimana pada akhir masa
pertanggungan maupun apabila peserta mengundurkan diri dalam masa
pertanggungan, rekening tabungan akan dikembalikan pada peserta pemegang
polis asuransi takaful keluarga. Dalam asuransi takaful umum, hanya ada satu
sistem pengelolaan dana, yaitu setiap premi takaful yang diterima akan
dimasukkan kedalam rekening khusus vyaitu rekening yang memang telah
diniatkan sejak awal untuk dermiabarru’ dan digunakan untuk membayar
klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu
sendiri. Premi takaful tersebut kemudian akan dikelompokkan kedalam
“kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-
pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Ketentuan mengenai

investasi secara syariah oleh asuransi syariah, diatur dalam Peraturan
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Kementrian Keuangan No. 11/KMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan
Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jika setelah
diinvestasikan  terdapasurplus underwriting, sesuai dengan fatwa DSN
53/DSN-MUI/NII/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi
Syari‘ah, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’

b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya
kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian
lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati
oleh para peserta.

Dalam asuransi takaful umum, sesuai dengan ketentuan mengenai klausula
pembagian surplus damabarru’, pada akhir masa perjanjian (polis sudah jatuh
tempo), maka peserta akan memperoleh pengembalian staipéusu’. Bagian
keuntungan milik peserta yang tidak mengalami musibah akan dikembalikan
kepada peserta tersebut sesuai dengan penyertd&nnya

Pada konsep awalnya, darBabarru” merupakan dana yang boleh
digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah sesuai dengan
pertanggungan yang diatur dalam polis asuransi. Namun, dalam bisnis asuransi
syariah, terdapat pembatasan dalam dalam penggunaai alzarau’. Melalui
akad yang terjadi antara para pihak (dalam hal ini, perusahaan asuransi dan
pemegang polis asuransi syariah) maka kemanfaatannya hanya terbatas pada
peserta asuransi takaful saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohd. Fadzli
Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD, terdapat batasan dalam
penggunaan kataabarru’. Menurutnya, secara umuntabarru’ memang
memiliki pengertian yang luas. Databarru’ dapat digunakan untuk membantu
siapa saja yang mendapatkan musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena
menggunakan akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta
asuransi takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan taparu’ hanya dapat

digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah.

19 Gemala DewiQp.Cit, hal 153-155
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Sekiranya dandabarru’ tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti
melanggar syarat akad.

Wahbah Al Zuhaili, kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi
bahwa asurandia awuni (tolong menolong) dibolehkan dalam syariat Islam,
karena hal itu termasuk akd8dbarru’ dan sebagai bentuk tolong- menolong
dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya)
secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian
yang dialami salah seorang peserta asti&nsi

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, dkbdrru” bermaksud
memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu
satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya
yang mendapat musibah. Dana klaim akibat musibah tersebut diambil dari
rekening dandabarru’ dan diberikan kepada pemegang polis yang menderita
kerugian sesuai dengan jumlah yang ia asuransikan. Hal tersebut memang telah
diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk
kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong antara sesama pemegang
polis asuransi takaful. Karena itu dalam akabarru’, para pemegang polis
memberikan dantabarru’ yang telah mereka bayarkan dengan ikhlas tanpa ada
keinginan untuk menerima apapun kembali dari orang yang menerima, kecuali
kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan asuransi (konvensional) yang
bernafaskan asas timbal balik atau yang disebut deMgewwadah dimana
pihak yang memberikan sesuatu kepada seseorang, berhak menerima
penggantian dari pihak yang diberinya.

Secara singkat, dalam asuransi syariah takaful umum, @akbdrru’
merupakan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana perusahaan asuransi
yang didapatkan dari pembayaran polis asuransi oleh pemegang polis. dana
Tabarru’ merupakan dana kumpulan yang telah diikhlaskan untuk saling
membantu sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada yang mendapat
musibah. Dengan kata lain, databarru’ ini merupakan sebuahlibah dan

diberikan dengan sukarel@alam asuransi syariah takaful umum, dana Tabarru’

20 gyakir Sula,Tabarru’ Dalam Asuransi Syariahdari http:/syakirsula.com/index.php
?option=com_content&view=article&id=160:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-
syariah&ltemid=76&diakses tanggal 10 Januari 2012 pukul 20.22
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tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diinvestasikan untuk mendapatkan
keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk “beban asuransi’ yaitu
pembayaran biaya klaim dan jasa asuransi dan sebagian lainnya dibagikan
kepada peserta asuransi dalam bentuk diberikan atau sebagai potongan bagi

pembayaran premi peserta asuransi waktu berikutnya.

4.3. Analisis Bentuk Pembagian Surplus Dana Tabarru’ Kepada Peserta
Asurans Kebakaran Rumah PT. Asuransi Takaful Umum Ditinjau
Dari Hukum Islam

PT. Asuransi Takaful Umum mengadopsi sistem asuransi kerugian yang
telah disesuaikan dengan konsep dalam hukum Islam untuk menghindari
terjadinya gharar. Implementasi akadakafuli dan tabarru’ dalam sistem
asuransi syariah telah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi
menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabufsgamg) maka
premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening
tabarru’. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tab(magan
saving) setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam
rekening tabarru’

Menurut bapak Agus Haryadi, kajian mengenai penyesuaian mengenai
konsep akad dalam asuransi syariah telah disesuaikan dengan konsep multi akad
dalam muamalah kontemporer. Penyesuaian dabarru’ dalam asuransi
syariah juga telah dikaji olen DSN MUI, dan disesuaikan dengan ketentuan
mengenai muamalah yang telah ada. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya,
dalam asuransi takaful umum terdapat multi akad. Akad yang pertama adalah
akadwakalah bil ujroh yang dilakukan antara perusahaan dan pemegang polis,
dan akadabarru’ yang dilakukan antara pemegang polis (dengan perantaraan
perusahaan). Selain kedua akad tersebut, dalam polis asuransi syariah, secara
tersirat juga terdapat akashudharabah yang dapat dilihat dari pernyataan

“nisbah bagi hasil” yang terdapat dalam salah satu klausul dalam polis asuransi

21 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan
Syarian Nasional, JI. Dempo, Matraman.
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kebakaran, walaupun akad ini tidak dinyatakan secara jelas namun
keberadaannya tersirat dalam klausul polis. Dalam polis asuransi takaful,
pengaturan mengenai akadbarru’, akad wakalah bil ujrah, dan akad
mudharabah terdapat dalam klausula tambahan. Sebelum itu, ketentuan
mengenai akad ini dijelaskan ke nasabah melalui formulir permohonan peserta
asuransi. Dalam asuransi kebakaran, ketentuan mengebairu’ hanya

dijelaskan sedikit dalam ketentuan manfaat takaful, 34itu

“setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dalam
melindungi satu sama lain seperti terkandung dalam perjanjian takaful.
Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah
sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah,
peserta berhak menerima pengembalian surplus tabarru’ dari surplus
underwriting (surplus pengelolaan resiko)
Selain itu, juga terdapat dalam klausula menyetujui bahwa
a) kontribusi yang saya/kami serahkan untuk dialokasikan sebagai dana
Tabarru’ minimal sebesar 55% dddjrah sebesar maksimal 45% sesuai
yang tercantum pada polis asuransi

b) apabila terdapaturplusdanatabarru’ , maka alokasi surplus tersebut akan
dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan khusus pada polis yang akan diterbitkan.

Hal ini tentunya kurang memadai untuk nasabah karena ketentuan
mengenai akadabarru dan akad-akad lainnya tidak dijelaskan dengan detail.
Apabila dibandingkan dengan formulis permohonan peserta kumpulan PT.
Asuransi Takaful Keluarga. Dalam bagian klausula akad formulir asuransi
takaful tentang jenis asuransi tanpa tabungan, dikatakan ahwa
1. Berdasarkan akad wakalah bil ujrah :

a. Peserta memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga
untuk mengelola dana tabarru’

b. Peserta setuju untuk memberikajroh (jasa) atas pengelolaan dana

tabarru’ kepada PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan ketentuan

produk.

293 jhat Lampiran 3
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2. Berdasarkan akad Tabarru’ :

a. Peserta menghibahkan premi yang disetorkan sebagai tdbaau’
untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami
musibah

b. Peserta menyetujui bila ada surplus daabarru’ maka alokasinya
adalah : sebagai dana cadangaarru’, dibagikan peserta yang
memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful dengan nisbah
sesuai ketentuan produk

c. Jika terjadi defisit, maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari
dana pemegang saham dalam bentuk pinjanggmnd(l hasan) dan
pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus tdhaaru’
yang akan datang.

Kedua akad tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dan pada dana
yang sama, yaitu ketika akaghkalah bil ujrah dilakukan pada saat melakukan
penutupan pertanggungan, sedangkan a&bdrru’ dilakukan pada saat dana
telah dipisahkan dengaagjrah. Pengembalian surplus damabarru’ juga
diperbolehkan dalam konsep asuransi syariah dimana tdbaaru’ yang
merupakan dana hibah yang telah berpindah lagi kepemilikkannya dikembalikan
lagi oleh pengelola danaabarru’ yaitu perusahaan asuransi. hal ini
dimungkinkan mengingat pengelola hibah diperbolehkan untuk melakukan
apapun terkait dana tersebut termasuk menginvestasikannya dan mengembalikan
surplus dari hasil invetasi tersebut sesuai denganaékdlah bil ujrah. Dana
Tabarru’ wajib diinvestasikan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.
52/DSN-MUI/111/2006 mengenai aka@vakalah bil ujrah. Hal ini dilakukan
untuk menghindari adanya unsal+lktinaz,yaitu membiarkan uang menganggur
dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
Pihak yang menginvestasikan dana tersebut adalah perusahaan asuransi, yang
dalam akad wakalah bil ujrah dan akadtabarru® dalam perjanjian
pertanggungan asuransi menjadi pihak pengelola dana.

Akad Tabarru’ merupakan akad yang wajib ada dalam asuransi syariah
dan merupakan ciri utama dari asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan
fatwa no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,
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fatwa no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang AkadVakalah Bil Ujrah Pada
Asuransi dan Reasuransi Syariah dan fatwa no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang
Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa-fatwa tersebut
menyatakan bahwa AkaBabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada
semua produk asuransi syariah. Ddabarru’ harus dikelola khusus karena
merupakan akad utama dalam asuransi syariah dan karena dana ini adalah bukan
milik pengelola asuransi yang tentunya harus dipisahkan dari harta kekayaan
pengelola asuransi. Dapat dikatakan bahwa keberadaan tdo@ary’
merupakan perwujudan dari asas tolong menolong yang merupakan salah satu
asas asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

Konsep dasar yang digunakan dalam asuransi kerugian adalah konsep
saling tolong-menolong atau saling melindungi sebagaimana termuat dalam
surah al-Ma’idah ayat 2. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam bentuk
kontribusi dana kebajikan (dafabarru’) sebesar yang ditetapkan berdasarkan
nilai pertanggungan objek yang dipertanggungkan. Apabila salah satu dari
pesertatakafuli atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta
lainnya ikut menanggung risiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi
dana tabarru’ yang terkumpdf* dari kumpulan danatabarru’ asuransi
kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum. Unsur kesukarelaan sangat penting
untuk ditekankan dalam Asuransi Kebakaran, karena uang yang telah dibayarkan
oleh nasabah asuransi tidak akan dikembalikan dan telah diikhlaskan untuk
membantu sesama nasabah asuransi.

Dana Tabarru’ merupakan dana yang memang telah diikhlaskan untuk
kepentingan tolong menolong antara sesama peserta asuransi takaful. Sesuai
dengan ketentuan peruntukkannya, dana tersebut seharusnya disimpan untuk hal-
hal yang mungkin terjadi yang mengakibatkan kerugian terkait dengan objek
pertanggungan yang dalam polis dijelaskan dalam ketentuan mengenai musibah-
musibah yang dipertanggungkan.

Dari sini, penulis melihat adanya keganjilan dalam pengimplementasian
danatabarru’ dalam asuransi syariah. Akadkalah bil Ujrah merupakan akad

perwakilan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan aKaBlarru’

204 Muhammad Syakir Sul®p.Cit. Hal. 226

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



menurut hukum Islam, merupakan akad untuk memberikan dana yang
merupakan hibah oleh peserta asuransi tanpa mengharapkan pengembalian
kembali dana tersebut. Apabila dikaitkan dengan keberadaan konsep bagi hasil,
sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi Kebakaran PT asuransi
Takaful Umum mengenai nisbah bagi hasil surplus demarru’, maka
penggunaan hanya akddbarru’ danwakalah bil ujrahtentunya dianggap
kurang tepat, sehingga yang paling tepat dalam sistem pengelolaan dana asuransi
takaful umum adalah dengan juga menggunakan sistedharabahdikaitkan

dengan kata ‘bagi hasil’ dan ‘nisbah’ dalam polis asuransi yang identik dengan
penggunaan dalam akadudharabah.

Dalam prakteknya pada asuransi syariah saat ini, terutama pada produk-
produk asuransi kesehatan dan produk-produk asuransi kerugian (umum)
terdapat sebuah akad bagi hasil untuk surphderwriting atas investasi akad
tabarru’. Dalam asuransi tersebut terdapat ketentuan yang bahkan menjelaskan
mengenai penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah apabila
tidak terjadi klaim. Disini terjadi ketidakjelasan mengenai akad yang digunakan
dalam sistem pengelolaan dana yang digunakan dalam asuransi. hal ini
diakibatkan dalam asuransi kerugian yang didasarkan pada komsegavings
akad yang digunakan hanya akaBarru’ dan akadvakalah bil ujroh. Dengan
keberadaan klausul mengenasbah bagi hasikurplus underwriting, maka
seharusnya terdapat ketentuan mengenai akadharabah dalam perjanjian
asuransi takaful syariah.

Sebenarnya, Pemisahan dana tabarmaha investasi peserta maupun dana
pengelola asuransi sejak awal pendirian perusahaan asuransi syariah telah
diamanahkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN MUI) berikut ini, yaitu fatwa no. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah, fatwa no. 51 tentang Akdlidharabah Musytarakah Pada Asuransi
Syariah, fatwa no. 52 tentang Akadlakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan
Reasuransi Syariah dan fatwa no. 53 tentang Alazhrru’ Pada Asuransi dan
Reasuransi Syariah sebagai akad-akad yang mendasari asuransi syariah di

Indonesia. Namun dalam sistemon-saving,danatabarru’ merupakan dana

Universitas Indonesia

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



yang diinvestasikan, sehingga konsep pemisahan tdhaaru’ dan dana yang
diinvestasikan dianggap tidak dapat diberlakukan.

Dalam konsep asuransi syariah sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, dana yang terkumpul dari pesemdhahibul magl akan
diinvestasikan oleh pengelolam@dharib) ke dalam instrumen-instumen
investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi
diperolah keuntunganpfofit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi,
keuntungan tadi akan dibagi antashahibul maal (peserta) dammudharib
(pengelola) berdasarkan akadidharabah ( bagi hasil ) dengan rasimsbah)
yang telah disepakati di muka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN 53/DSN-
MUI/NI/2006 tentang AkadTabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.
Tentunya hal ini tidak sesuai dengan konsaparru’ yang sejak awal telah
mengedepankan unsur hibah dengan prinsip keikhlasan dalam sistem
pengelolaan dananya.

Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena disatu sisi dikatakan bahwa
pada akadabarru tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah,
tapi dalam prakteknya dan dalam ketentuan regulasinya yaitu dalam fatwa DSN
MUI, nasabah mendapat pengembalian dana barigb@h mudharabah(bagi
hasil) terhadap surplus investasi daabarru’ jika tidak terjadi klaim. Bahkan
dalam polis asuransi syariah, dalam hal ini asuransi takaful umum, dinyatakan
dengan jelas dengan nama “klausula pengembalian surplustatarau’ dan
dijelaskan dengan cukup mendetail mengenai pembagian nisbah atas keuntungan
yang didapatkan dari hasil investasi tersebut. Hal tersebut tentunya membuat
permasalahan mengenai akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi
kebakaran rumah menjadi semakin tidak jelas yang salah satunya dikarenakan
multi akad yang terjadi dalam perjanjian asuransi tersebut tidak dijelaskan secara
terbuka.

Selain itu ketentuan mengenai aktbarru’ tersebut menurut penulis
tidak tepat karena pemegang polis menghibahkan dana talyamg’dibayarkan
dalam bentuk kontribusi namun dengan perjanjian bahwa apabila terdapat
surplus underwritingnaka akan dibagikan sesuai dengan ketentisdrah yang

terdapat dalam klausula polis. Hal ini tentunya menyalahi aturan mengenai dana
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tabarru’ yang seharusnya diikhlaskan. Menurut bapak Agus Haryadi, ketentuan
mengenai hal tersebut diperbolehkan karena nasabah asuransi telah memberikan
dana kepada kumpulan secara ikhlas, apabila nantinya perusahaan akan
memberikan surplus hasil investasi maka hal tersebut diperbolehkan dikarenakan
dana tersebut berada di bawah pengurusan perusahaan. Namun perlu
dipertanyakan kembali, jika memang perusahaan asuransi syariah menggunakan
konsep tersebut maka mengapa hal tersebut perlu diperjanjikan sebelumnya dan
perusahaan disini hanya sebagai wakil yang mengelola dana, bukan sebagai
pemilik dana. Dalam ketentuan mengenai pemberian hibah, salah satu
persyaratannya adalah bahwa barang yang dihibahkan memang milik si
penghibah. Dana yang diolah oleh perusahaan asuransi adalah dana milik
kumpulan bukan dana milik perusahaan asuransi.

Dalam muammalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah
transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut ksydai Demikian
pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi
menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam dan menimbulkan
unsurgharar. Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman
asuransi syariah, pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan
sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari ghswar (ketidakjelasan),
maisir (judi), dan bunga. Dalam polis asuransi syariah sendiri masih terdapat
ketidakjelasan terkait dengan akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi
syariah. Hal ini tentunya dapat membuat perjanjian tersebut dianggap tidak sah
menurut kaidah syaryang berujung pada pembatalan perjanjian tersebut.

Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur ketidakjelasgima¢ar) yang
dapat terjadi akibat implementasi multi akad sebagaimana yang tercantum dalam
polis asuransi kebakaran PT asuransi Takaful Umum. Selain keterkaitannya
dengan multi akad dalam polis asuransi, keberadaan rekéadagru’ juga
sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasghafiee-
an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil
paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10
juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun keempat dan baru

sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah
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penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari
mana. Disinilah kemudian timbgharar tadi sehingga diperlukan mekanisme
khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk
pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong)
berupa rekening tabarru’

Secara singkat, dalam asuransi syariah takaful umum terutama asuransi
kebakaran, terdapat unsginarar dalam akad yang digunakan antara pemegang
polis peserta asuransi dan perusahaan asuransi takaful umum. Hal ini
ditunjukkan dalam polis asuransi takaful, dimana di salah satu klausula dalam
polis tersebut tertulis bahwa akad yang digunakan adalah TMaairu’ dan
akad wakalah bil ujrah,namun dalam klausula polis tersebut juga dijelaskan
mengenai bagi hasil yang menjurus kepada akadharabah.Padahal dalam
asuransi kerugian PT asuransi takaful umum, tidak terdapat pembedaaan antara
tabungan khususbarru’ dan tabungan pesertaop-saving) sebagaimana yang
diamanahkan fatwa bahwa harus terdapat pemisahan antaréabarra’ dan
dana investasi. Selain itu menurut penulis terdapat kesalahan interpretasi
mengenai akadabarru. Dalam akadtabarru’, seharusnya nasabah asuransi
memberikan kontribusinya secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan, namun
dalam akad asuransi syariah, diperjanjikan di awal bahwa para pihak akan
mendapatkan pembagiafnisbah) surplus investasi dansbarru. Hal ini
tentunya membuat keabsahan atas akad yang dibuat antara peserta asuransi dan

perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan dan menimbulkan unsur gharar.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesmpulan

1. Dalam hukum Islam, dasar penggunaan dadrru’ terdapat dalam surat
an-Nisa ayat 4 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i,
Hakim dan Baihaqgi. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa takedru’
adalah akad yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong dan bukan
semata untuk tujuan komersial. Akad ini ditujukan terutama untuk membantu
sesama muslim yang mengalami kesulitan, tanpa mengharapkan adanya
balasan dari pihak yang ditolong melainkan balasan dari Allah.

2. Akad Tabarru’ dalam PT. Asuransi Takaful Umundigunakan untuk
mengelola dana yang didapatkan dari premi asuransi oleh pemegang polis.
Dana Tabarru’ merupakan dana kumpulan yang telah diikhlaskan untuk
tujuan saling membantu satu sama lain antar sesama peserta takaful (PT.
Asuransi Takaful Syariah) jika ada yang mendapat musibah. Delverru’
dikumpulkan menjadi satu dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan
yang nantinya akan digunakan untuk “beban asuransi” yaitu pembayaran
biaya klaim dan jasa asuransi dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta
asuransi dalam bentuk pemberian atau sebagai potongan bagi pembayaran
premi peserta asuransi waktu berikutnya.

3. Penggunaan akadabarru’ dalam PT. Asuransi Takaful Umum dapat
dikatakan kurang tepaDalam asuransi takaful Umum, terdapat multi akad
yaitu wakalah bil ujrah dantabarru’ yang dilakukan pada saat hampir
bersamaan dan pada dana yang sama. Namun, selain kedua akad tersebut
juga terdapat pengaturan mengenabah bagi hasil surplusnderwriting
investasi danaabarru’ dalam klausula asuransi kebakaran PT. Asuransi
Takaful Umum. Hal ini menjadi ganjil karemasbah bagi hasil merupakan
istilah dalam akadnmudharabah.Hal ini kurang lebih menimbulkan unsur
gharar timbul akibat penggunaan multi akad yang kurang bersesuaian dan
tidak sesuai fatwa. Akadabarru’ bertujuan untuk tolong menolong

sedangkan akad mudharabah digunakan untuk mencari keuntungan.
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5. 2.

Saran
Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait

akad tabarru’ dalam asuransi syariah adalah :

1. Dalam mempergunakan konsep damidarru’ seharusnya Dewan Syariah

Nasional dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dan perusahaan-
perusahaan Asuransi Syariah dalam polisnya, terutama PT Asuransi
Takaful Umum memperjelas unsur keikhlasan yang menjadi poin utama
akad tabarru’. Seharusnya untuk peserta yang telah memberikan premi
atau kontribusi yang dibayarkan olehnya untuk menjadi dabarru’
ditekankan bahwa dana tersebut merupakan suatu sumbangan yang

sifatnya ikhlas tanpa balasan apapun kecuali balasan dari Allah.

. Dalam pelaksanaan konsep pembagian sumphaerwriting, seharusnya

PT. Asuransi Takaful Umum mengikuti konsep PT. Asuransi Takaful
Keluarga yang membagi dana asuransi menjadi tiga bagian, yaitu
fee/ujroh, danaabarru’ dan dana investasi. Surplusiderwriting yang

akan dibagi adalah hasil dari dana investasi, sedangkan surplus investasi
danatabarru’ dimasukkan kembali ke dartabarru’ kumpulan untuk
dijadikan dana cadangan atau dapat di zakatkan kepada orang yang lebih
membutuhkan. Hal ini juga berguna untuk menghindari uaktktinaz,

yaitu membiarkan uang mengaggur dan tidak berputar dalam transaksi
yang bermanfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya untuk pihak-pihak

yang terkait dengan PT. Asuransi Takaful Umum.

. Peserta asuransi syariah seharusnya lebih memperhatikan ketentuan-

ketentuan akad yang dipergunakan dalam transaksi syariah, salah satunya
dalam melakukan penutupan polis asuransi syariah. Hal ini dimaksudkan
sebagai kritis bagi asuransi syariah dan agar kehalalan transaks tersebut

tetap terjaga sesuai dengan unsur-unsur syariah.
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Takaful+Umum/diakses tanggal 4 November 2011 pukul 15.15

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SESSID=e11b2a0db8ef1935
a 2512a6135f4ea7c&amp;/1/frmProdukld/2/produk/Asuransi+Takaf
ul+Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 07:11

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnoBukld/44/produk/Asuransi+
Takaful+Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.22

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnodukld/1/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.30
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http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmoflukld/4/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:45

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnoBukld/5/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/ diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:52

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnoBukld/7/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7. 55

http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frnoduklid/29/produk/Asuransi+
Takaful+ Umum/diakses tanggal 7 November 2011 jam 08:01

http://takaful.com/index.php/produk/listliakses tanggal 4 November 2011 pukul
11.54

http://takaful.com/index.php/profile/listiakses 4 November 2011 pukul 11.38

http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledde/Syariah.aspx. Diakses
tanggal 195eptember 2011 pukul 8.33

Syakir Sula. Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah, dari
http://syakirsula.com/index.php?option=com_contenéarticle&id=16
0:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-syariah&ltemid=76
diakses tanggal 10 Januari 2012 pukul 20.22
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sckretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Tax. (021} 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/111/2006

Tentang

AKAD TABARRU’
PADA ASURANSI SYARI'AH

Dewan Syari‘ah Nasional setelah:

Menimbang . a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga
perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;

b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang
Akad Tabarru’ untuk asuransi;

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan
pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

D/Ug

st ¥y iy i 15 Y il Sl i o

(Y csbedl) 1S b O & SIVAT ) (Vi
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig)
harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan
yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama
hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan
memakan) itu, adalah dosa yang beg@s. al-Nisa’'[4]: 2).

e B S o e 5577 5 G 55y

(A tsleddl) gl W Vol sy Al 1 sanls
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-
an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.(QS. al-Nisa’ [4]: 9).

| 551y cJ..&S ol sl iy Al )i AT wU‘ el (v
(VA ety OB TR A o) Al

“Hai orang yang beriman! Bertagwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
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53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari'al?

untuk hari esok (masa depan). Dan bertagwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan(QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik
yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

y\ fuy\" QJ}\ ;,uju \%T\},ZT;:JJ\ VR
uvéwmuuhﬁ,jﬁ}w»dtw Q;J.J

() o.,\.f\l\) f):;
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah  menetapkan hokum-hukum
menurut yang dikehendaki-N}(@S. al-Maidah [5]: 1).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila
kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat(QS. al-
Nisa’ [4]: 58).

° s

211 yuu <w ° \};T \}Ku N \}’1;\; u,m L@s\i (r

(\“\ :;w\) b oS

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara
kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. al-Nisa’ [4]: 29).

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif antara lain :

&z R

(Y ey q\_uj\ IR Al ul Al
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Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012



53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari'al8

“D an tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-
guhnya Allah amat berat siksa-Ny&)S. al-Maidah [5]: 2).

4. Hadis-hadis Nalshallallahu alaihi wa sallamentang beberapa
prinsip bermu’amalah, antara lain:

;/o} S0 /& . &7 /95 /} ° f/u} o 2 o . B o -
5w B g L oS e B8 s e 20 e (O

BPO G 22 2 o cza,*\,/ //”o o - /} °
D5 g A B A 05 B Ay ALl p 257 e
(SﬁﬁS;‘fWo\)))%\

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan
darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).

15 /,\,MS’ . \Jdﬁﬁa s r@“’°”}‘3’:3 ﬁsxf@wﬂ\y (Y
iy el AL S A B0 e S5
(Mddw\u;rlwo\)))

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu);
jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan
turut menderita’(HR. Muslim dari Nu’'man bin Basyir).

Ul e odlon oby 5y Laay ok i SEHS U S (r

(s

“Seorang mu’'min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”
(HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).

;//é }/;2/ . 3% 30. (. ° é/ofﬂ/}/ Z0o - - 4o 0 -

ZEM\MU&SJQYJ‘%{?&&JLAAL%?@)H (¢

G aE Sl e gl (gl Il e A el y))
(uﬂw‘gﬁjﬁd‘&“*«‘”@'gf’*ﬁig“w

“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta,
hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya
(tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat
dan nafakah)”(HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari
‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah
bin ‘Amr bin Ash).

Dewan Syariah Nasional MUI . )
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“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka

buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin
‘Auf).

(alall pobsle oo Bl ) olyy) 02V Y (T
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
pula membahayakan orang lain(Hadis Nabi riwayat Ibnu

Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu
‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah figh:
G 5nf e 03 02 OF V1 20y oSl o 181
“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

OSSY 8 W -

A

J

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

5 -y
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:
}/} 7o ¥ -0 %d///‘a}/ﬂ -0 ° ) e )/axg/
Oy Szl e BTF 03T 8 el duly s e
g /}/ o ¥ // ’ o7 B e :‘ﬁ . - //o ° °
G TR e GaRdl plldl CLou B A

f

- /o :} o/, ° R S o £ 5/: ../.
SO s Bl ple o o B a5l ¢S s

(YT .o 6 polall 2l

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta
asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta
kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk
membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan
yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya
(kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa
imbalan.(Wahbah al-Zuhailial-Mu’amalat al-Maliyyah al-
Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
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Analisis figh terhadap kewajiban (peserta) untuk
memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad
asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk
memberikan tabarru™ dalam mazhab MaliKMushthafa
Zarga’, Nizham al-Ta’'min,h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf
al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmal,
244-147; dan Sa'di Abu Jaila)-Ta’'min bain al-Hazhr wa
al-lbahah,h. 53).
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Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi
sebagai akibat akad ta’'min jama'i (asuransi kolektif)
adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana
tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa
ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada
saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’
ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhi;Ta’min
al-Islami, h, 83).

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dengan AASI
(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula
1426 H / 14-15 Juni 2005 M.

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI
SYARI'AH
Pertama ;. Ketentuan Hukum

1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi.

2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang
dilakukan antar peserta pemegang polis.

Dewan Syariah Nasional MUI . )
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Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi

jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Ketentuan Akad

1.

Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam

bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong

antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;

b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’

=

Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain
yang tertimpa musibabh.

Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima
dana tabarru’ rau’amman/mutabarra’ lahud gjeﬂ-o/oio;a) dan
secara kolektif selaku penanggunmu(ammin/mutabarr¥

g e Fa34).

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah,

atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan
investasi.

Pengelolaan

1.

Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang
amanabh.

Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.

Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta
dan dibukukan dalam akun tabarru’.

Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah
dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau

akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee)
berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

Surplus Underwriting

1.

Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka

boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’.

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat
aktuaria/manajemen risiko.

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan
para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Dewan Syariah Nasional MUI
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53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari'aty

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus
disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam
akad.

Keenam . Defisit Underwriting

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit
tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi
kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).

2. Pengembalian dana gardh kepada perusahaan asuransi disisihkan
dari dana tabarru’.

Ketujuh . Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisinan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1447
23 Maret 2006 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Ql}/
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KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO GEMPA BUMI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa pertanggungan ini tidak menjamin risiko Gempa Bumi, Kebakaran akibat
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami

KLAUSULA RISIKO NON PASAR

Dengan ancaman batalnya polis ini dengan sendirinya dan Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang
terjadi, maka selama masa berlakunya jaminan asuransi, polis ini tidak menjamin risiko OKUPASI PASAR atau
risiko yang berdampingan dengan Pasar atau risiko yang berbatasan dengan Pasar atau risiko yang berada di
dalam komplek Pasar.

KLAUSULA PENGEMBALIAN SURPLUS TABARRU

1. Takaful menerima agad Wakalah Bil Ujrah dari peserta untuk mengelola kontribusi Takaful
yang diterima dengan kompensasi perlindungan (manfaat Takaful) bagi peserta Takaful.

2 Pada akhir masa perjanjian (polis sudah jatuh tempo), maka peserta akan memperoleh
Pengembalian Surplus Tabarru' berdasarkan rumus :

Prosentase Pengembalian Surplus Tabarru x tabarru x jumlah hari lunas /365 atau jangka waktu
pertanggungan

Dengan ketentuan :
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis.
b. Peserta tidak membatalkan perjanjian polis.
c. Jika terdapat Surplus Dana Tabarru' diakhir pertanggungan Takaful (usual)
Maka akan dibagi dengan Nisbah Bagi Hasil sebagai berikut :
Operator : 25%
Peserta : 25%
Cadangan Tabarru' (Pool Tabarru’)  : 50%

Keterangan :

1) Prosentase Pengembalian Surplus Tabarru' (per tahun).

2) Jumlah hari lunas : Jumlah hari yang dihitung mulai dari tanggal pelunasan sampai dengan tanggal akhir

periode asuransi.
3) 365 digunakan jika periode polis satu tahun atau kurang
4) Jangka waktu pertanggungan digunakan jika periode polis lebih dari satu tahun.

KLAUSULA PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN TABARRU

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa sesuai dengan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Takaful (Asuransi
Syariah) dengan Akad Wakalah Bil Ujrah dan Tabarru', Terdapat beberapa penyesuaian Istilah, Persyaratan
dan Definisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam polis ini.

Akad vanag diberlakukan dalam Polis:

Yang bertanda-tangan di bawah ini selanjutnya disebut Pengelola Takaful,yang bertindak untuk dan atas nama
Kumpulan Peserta Takaful yang dikelolanya,akan membayarkan ganti rugi kepada Peserta sebagaimana disebutkan
dalam Ikhtisar Polis atas dasar permohonan keikutsertaan Takaful dengan Akad Wakalah Bil Ujrah secara tertulis
yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang diberikan oleh Peserta dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Polis ini dan dengan syarat Peserta telah membayar kontribusi sebagaimana disebutkan dalam

Ikhtisar kepada Pengelola Takaful dan tunduk pada syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian yang terkandung
di dalamnya dan atau ketentuan — ketentuan yang ditambahkan padanya, terhadap kerugian, kerusakan dan
atau biaya atas obyek Takaful sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan tanggung jawab hukum yang
disebabkan oleh risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta ketentuan yang tercetak,dilekatkan dan atau

dicantumkan pada Polis ini.
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Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujrah

ik

Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi
(Takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian
ujrah (fee).

Pengelola Takaful menerima akad Wakalah bil ujrah dari Peserta sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar
Polis.

Dalam akad Wakalah bil ujrah ini, kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta memiliki komposisi dana
tabarru' dan ujrah yang besarnya sebagaimana dalam Ikhtisar Polis. |

Pengelola Takaful menerima wewenang penuh dari Peserta untuk melakukan kegiatan Pengelolaan
atas risiko dan dana tabarru.

Dalam hal terjadi defisit dana tabarru’, maka Takaful memberikan Al-Qardh Al-Hasan.

Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana tabarru'
ditambah hasil investasi dana tabarru' dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada Peserta
sebagai Pengembalian Surplus Tabarru' dan Pengelola Takaful dengan proporsi sebagaimana
tercantum pada Ikhtisar Polis dengan ketentuan:

6.1 Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim
6.2 Peserta tidak membatalkan polis.

Adapun ketentuan perhitungan Pengembalian Surplus Tabarru’ untuk Peserta diatur dalam klausula Pengembalian
Surplus Tabarru'.

7,

Semua Obyek pertanggungan (Manfaat Takaful) yang berlaku dalam Takaful ini harus sesuai dengan
Prinsip Syariah Islam. Pengelola Takaful akan mengembalikan Kontribusi sejak awal Manfaat Takaful
secara proporsional dengan obyek Manfaat Takaful yang diperkenankan diterima di Takaful. Apabila
terdapat Obyek Manfaat Takaful yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang secara sengaja
disembunyikan oleh Peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh Peserta pada periode Manfaat

Takaful dan tidak disampaikan kepada Pengelola Takaful, maka Pengelola Takaful tidak wajib untuk

membayar klaim terhadap obyek Manfaat Takaful tersebut.

Istilah - istilah dalam Polis yang disesuaikan dengan prinsip Takaful:

- Pertanggungan digantikan menjadi Manfaat Takaful

- Tertanggung digantikan menjadi Peserta

- Penanggung digantikan menjadi Pengelola Takaful

- Premi digantikan menjadi Kontribusi

- Asuransi digantikan menjadi Takaful, kecuali kata asuransi yang berhubungan dengan suatu Badan atau

asosiasi dan sejenisnya

KLAUSULA OKUPASI DAN/ATAU OBYEK YANG HARAM

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa pertanggungan ini menjadi batal

dengan sendirinya sejak awal periode pertanggungan apabila harta benda

dan /atau Kepentingan yang dipertanggungkan dalam asuransi syariah ini

digunakan untuk kegiatan dan /atau mengangkut barang-barang yang haram,

termasuk tapi tidak terbatas pada :

1. Transaksi yang mengandung unsur maysir (perjudian/gambling).

2. Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.

3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, tembakau, babi, anjing, minuman
beralkohol dan produk turunannya.

4. Transaksi Gharar (fiktir).

5. Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/exploitasi).

6. Transaksi yang mengandung unsur Riba (Bunga/interest).

7. Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok).

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012
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PESERTA TAKAFUL

Seluruh individu atau badan usaha yang memiliki
kepentingan atas obyek yang diasuransikan dapat menjadi
nasabah, yaitu : Pemilik obyek asuransi, penyewa obyek
asuransi, bank / lembaga keuangan pemberi kredit.

MANFAAT TAKAFUL

Setiap peserta secara tidak langsung, akan saling
membantu dalam melindungi satu sama lain seperti
terkandung di dalam perjanjian Takaful. |

Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika
terkena musibah sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima
Pengembalian Surplus Tabarru’ dari surplus underwrting
(surplus pengelolaan risiko)

RISIKO YANG DIGANTI

e Kebakaran

e Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir

e Peledakan

e Kejatuhan pesawat terbang,

e Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang
diperjanjikan

RISIKO YANG TIDAK DIGANTI

Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh

atau akibat dari :

e Pencurian atau kehilangan pada saat dan setelah
terjadinya peristiwa yang dijamin polis ;

e Kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau
pihak lain atas perintah Peserta ;

e Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan pihak
Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal
tersebut terjadi diluar kendali Peserta ;

e Kebakaran hutan, semak alang-alang, atau gambut :

-ga ai mu 5i b a h _a{ 'i.ianj_"__j_fg

e Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh
Peserta atau wakil Peserta ;

Segala macam bahan peledak :

e Reaksi nukiir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi
nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio akiif,
tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau
diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan
atau kepentingan yang dipertanggungkan ;

e Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami ;

¢ Segala macam bentuk gangguan usaha ;

e Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja,
Perbuatan Jahat, Huru hara, Pembangkitan Rakyat,
Pengambil - alihan kekuasaan, Revolusi,
Pemberontakan, Kekuatan militer, Invasi, Perang
Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme,
Sabotase atau penjarahan ;

PERLUASAN JAMINAN RISIKO DENGAN
PENAMBAHAN KONTRIBUSI (PREMI)

e Kerusuhan, Pemogokan, kerusakan akibat perbuatan

jahat
e Huru Hara
e Tertabrak kendaraan

e Banijir, angin topan, badai dan kerusakan karena air

e Biaya pembersihan puing

e Tanah Longsor

e Arus Pendek

e Terbakar Sendiri

e Petir ( selain yang di jamin pada jaminan pokok)
e Asap ( setain yang di jamin pada jaminan pokok)

Kebakaran (PSAKI)

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012
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PROSEDUR PENUTUPAN

e Mengisi formulir penutupan asuransi Takaful Kebakaran.
® Prosedur akseptasi risiko & survey risiko (jika diperiukan)
® Menghitung kontribusi (premi)

® Polis Takaful diterbikan

PROSEDUR TUNTUTAN / KLAIM

1 Wajib melaporkan sesegera mungkin kepada Takaful

2 Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan oleh
Patugas Takaful.

Untuk lebih jelasnya, prosedur tuntutan dapat dilihat
pada Polis Standar Aguransi Kebakaran Indonesia
(PSAKI.

PROSEDUR PERPANJANGAN POLIS

PT Asuransi Takaful Umum akan mengkonfirmasikan
perpanjangan polis asuransi yang akan jatuh tempo, atau
dapat langsung menghubungi petugas layanan kami, di
hot - line sevice : ( 021 ) 799 1234, 798 2345

Pusat Informasi :
Hotline 0807 100 1234
e-mall : humas@takaful.com, http://www.takaful.com
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Dengan ini saya/kami mengajukan untuk menjadi sebagai salah satu Peserta asuransi syariah Kebakaran yang berlandaskan asas saling menanggung, saling melindungi
dan saling menolong antar sesama peserta serta menyetujui Pengelolaan Takaful ini diwakilkan kepada PT Asuransi Takaful Umum berdasarkan agad Wakalah Bil Ujrah
dan agad Tabarru’,

1. Nama lengkap e s e T e N R o m e N S A A A S S A R S e el A AR RS i A VAT AR R A T A VAR T
RN GIGITEE POIMONBIY. | % anuussmsssssnsssssussmanesnennmsssicmanon s sanrseriooms e ashgs s s se e isessnisesAassrenn G m X KR TS A SRR R R R AT T AT RN e A DR R A LA He AP e s NS AR A =
S - Y. il S S T e e R T TR T R alofer Bl LTS L
2. Lokasi(alamat ) Harta Benda yang akan dipertanggungkan
.................................................................................................................................................................. ROGR POB . uiiscconvinneaispiimastsnasses sossnnaniissasis
3. Rincian Harta Benda Manfaat Takaful Nilai Manfaat Takaful
a. Bangunan - Bangunan A TR = == TSOREE. T ... . .. SUSRRIRRRT . . . SRR . ..
(tidak termasuk Pondasi, Bangunan dibawah tanah / Basement, Pagar)
b. Pondasi o PR SRR ANE TSRAS AR s » -« 5N RS T ARV FAREROR
¢. Bangunan dibawahilsiiah (CEEETHSTEE.. = — SR T e e e uro i SRNNRE Y ...
d.Pagar . . 0 T B O A e ..
e. Mesin - mesin dan Peralatannya R ——— e
f. Stok (Persedian BETHIE e B B B B e D
g Perabot S " 00 k. 0 TR B ... YO
Lain - lain (aEEEEHOC D [ ——_— 00000000000 W B OB B e ORI
b e . B " e, W
4. Keterangan mengenai bahan /konstruksi bangunan
a. Dinding: C.UIENEE TN 0 B ..o U . ..o o voissssssastsasssasessansnssopnins

- Luar
- Dalam
- pemisan

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

T R R R R R R R R R LR AR

AEARE IR R RN A SN A S AR RN AL ERRTRARANN AN EEEN R NAN AR RN R

f. Anak- Tangga
g. Langit -langit
h. Jumlah lantai

(tidak temasuk basement)

b. Lantai i, Jumlah basement
RS BT 00 AORROR——— . j. Pondasi
d. Balok Langit ~ [ANEBIL ..cooul. ciiiiiiinsnnunmenniosianseess HEEEEETEIE
8. Jenis penerangan yang digunakan
[]Listrik PLN
[lGenerator
[1Lampu Minyak
ClLain - Lain, agar diSebUtkan : ...
6. Penggunaan Bangunan ( Okupasi ), agar diuraikan :

FEAEE RN EERERRARERA R R EREERERER AARERNERWREEREEALARNE RRBREERARRERES RE ERARLAERFERERREREARR
-

7. Pemakaian Pembangunan ;
[]Seluruhnya dipakai sendiri (termasuk kelompok usahanya )
[1Sebagiannya disewakan ( agar diuraikan okupasi penyewa )

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

a. Sebelah kiri
b. Sebelah kanan
¢. Bagian depan

- d Bagean I&&lakang ———————

| o posp pemadam ke
i l} }ﬁf&k k& !QK&Si

] lmm t .“_lﬂnuyﬁmi_ e e e R R
lr!- H.u sy u u u.u %u & Bre Km e

A AR AR AR RN E R A E RN AN EENAER RN BEE RN B R E R R AR AR R AR ER A RN N NRER N EER NN Rl AR F RS R FEE A ARAEFEAAI R RAARREEA R RS AN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FHAEEE R R R NSRRI F N NN A A AR AR AR A ARSI N AN SN A NN AN SRR NE BN E SN PR FFF PR R P PR NN BT AR NN SRR

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllll ERAERALAAENNER EARAERANNE N AAEEERRRRREEEER AR R E RN SR EERERARERAREE R ERES A ERERREEERERERRERRRRAN

PERESEEERARSEEERREE R ENRE N R EREESERLE RN FOREER AR AN IR TS EAE RN P RN EFAA AR R AN PO ERE RN B AN E AN

SAREARES SN EEEREERLENDEE EEENEAAD R AN R PR A R AR R AT R AN ES A AN R PR SR E R AR NP AN P AN ER AR NI P B A NS A EE RN RN

m Tampuh ka}ftﬁ}kasi . coninenes -
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PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM - GRAHA TAKAFUL INDONESIA, Jl. Mampang Prapatan- Réya No. 100, Jakarta 12790 Tel. (021) 799 1234, 799 2345 ( Hunting ) Fax. (021 ) 790 1944

'PENGEMBALIAN SURPLUS TABARRU’

Guna kelancaran pembayaran, agar kiranya Bapak /Ibu mencantumikan nomor rekeﬁmg
untuk penampungan Pengembalian Surplus Tabarru'. ’

10. Sebutkan Jenis dan kebakaran terdekat :

Tabung JENIS A URUIAN 7 uinisesinsimsssssiinsssoiivesinimmimiiiinii JUINIBN | diassirminsisas
[1 Hidran Jumlah titik : a. dalam DANEUNEN & wvvvesecevisicerssesssnssssssssssesessesnses b. luar bangunan ! ..o
Sprinkler '

L] Lain - lain, agar disebutkan  : ..oooevereiescniee.

11. Keterangan pelengkap

a. Adalah Harta benda yang akan di pertanggungkan, juga R E S R SR s L TR R
dipertanggungkan untuk asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi R e L e e P T T e B
lainnya ? Bila ya, agar disebutkan nama perusahaan tersebut, e ierressisiaains Seb el SR R R i
jangka waktu dan nomor polis RO S S i e rrecad e

b. Pernahkah permohonan penutupan asuransi kebakaran iiiii
anda ditolak atau pertanggungan anda dibatalkan oleh - vvuicsonainiininssivuis R AR ARG DR s R € rkin o
perusahaan asuransi? Bila ya, agar dijelaskan

c. Pernahkah terjadi kebakaran atau ledakan atasHartabenda yang = = e
dipertanggungkan? Bilaya, agar dijelaskan =~ s B SR ...\ .0o0000v0nnnssssassansuannssninness

d. Pernahkah terjadi kerugian atas Harta benda yang dipertanggungkan kY1 oSN Anne
yang disebabkan oleh bahaya -bahaya lainya seperti banjir, kerusuhan, e el . o i i vionsiinsnsavssessassasvensas oul  x e
dsb Bila ya, agar dijeiaskan o BTN o IR . cvssvvvvssssssassansinnaniiiis

12. Jangka waktu Manfaat Takaful yang diminta mulai dari tanggal ......oceeeevverervecsivvminiiresssisserss SarIPel CeNEaIN.... .t ...
Kedua tanggal tersebut pada Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta benda yang akan di pertanggungkan berada

13. Luas Jaminan Manfaat Takaful yang diminta :
Jaminan Polkok :
Kebakaran ( Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap )
Perluasan Jaminan : |
1 Kerusuhan, Pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat ] Tanah Longsor
1 Huru Hara [ 1 Arus Pendek
Tertabrak kendaraan [] Terbakar Sendiri
| Banjir, angin topan, badai dan kerusakan karena air L] Petir ( selain yang di jamin pada jaminan pokok)
| Biaya pembersihan puing | :] Asap ( selain yang ﬂijamm pada jaminan pokok)
Lain-lainnya ........ i e

1& Khusus untuk Manfaat Takafui atas hil angnya uang sews

Jaﬂgka waktu kentrak atau Sewa menyewa A EFFEFI NV PR FE PR RN VPR N N FF A E A F e E F A I R R R R P RN A P P d A N A F I W N A s Frrdanddddidddfido s dadadddamddne ‘ O T R BT T g o Rt R o e e o o S Bt L eI S R S
C- Besarﬂya' uang Sewa per— bulan / tahun*) ST R R EF RN PR PR R R AR f f FF P A PR R R EFFF PSPPI NI FdF s S F I s a TR T d H W 6 F i A PN R R R R AR RR R R RSN STEASRE (iRl R A A A R R R S A R A R R R R E R R AR R AT

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya/kami stau yang
seharusnya saya/kami ketahui;
2. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis vang akan diterbitkan, oleh
karenanya ketidak benarannya dapat mengakibatkan batainya Manfaat Takaful dan ditolaknya setiap klaim oleh PT Asuransi Takaful Umum:
Mengerti bahwa Manfaat Takaful yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT. Asuransi Takaful Umum,
. Menyetujui bahwa:
- kontribusi yang saya/kami serahkan untuk dialokasikan sebagai Dana Tabarru” minimal sebesar 55% dan Ujrah sebesar maksimal 45%, sesuai yang tercantum
pada Polis asuransi.
- Apabila terdapat Surplus Dana Tabarru’, maka alokasi Surplus tersebut akan dikelola oleh PT Asuransi Takaful Umum sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan khusus pada polis yang akan diterbitkan.

B w

UMB BA NGKAN KE YAYA

= TR R

= pH H et
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'FORMULIR PERMOHONAN PESERTA KUMPULAN

PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
No.sErLG 046120

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM TAKAFUL

Harap diisi sendiri oleh Calon Pemegang Polis dengan huruf cetak

Indonesia
Yang bertanda tangan dibawabh ini, saya (bertindak untuk dan atas nama perusahaan/lembaga)

1. Namalengkap - Lt £

2. Jabatan | : e
(Foto copy kartu identitas terlampir)

Mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian asurénsi dengan PT Asuransi Takaful Keluarga bagi karyawan/anggota/nasabah dari :

3. Nama Perusahaan/Lembaga

4. Alamat Perusahaan/Lembaga

Kode Pos Telepoi: S

Fax : A - E-mail

- DATA CALON PEMEGANG POLIS

5. Bergerak dalam bidang usaha / aktivitas

6. Jumlah karyawan seluruhnya : | orang

1. Program Asuransi yang dipilih :

2. Jenis Asuransi : Tanpa Tabungan B Dengan Tabungan

3. Tanggal Mulai Perjanjian | aF 9 B

4. Masa Perjanjian A ] L mEhig Bulan “

[ ] usia Pensiun . | Tahun (Khusus Jenis Asuransi Dengan Tabungan)

5. Cara Pembayaran ; Siekaligus |_ Tahunan j Semesteran :l Triwulan | Bulanan
| g 6. Mata Uang : L Rupiah [_ US$ l Lainnya :
% 7. Premi per orang 4 | | 4 |
: 8. Total Premi s e | | | | | ]
=
g & 9. Jumlah peserta awal : | I orang

10. Pernahkah perusahaan/lembaga anda menjadi peserta PT Asuransi Takaful Keluarga 7

Ya Tidak

Jika “Ya” sebutkan nomor Polis terdahulu :

11. Apakah perusahaan/lembaga anda mempunyai polis asuransi pada perusahaan lain ?

Ya Tidak

Jika “Ya” sebutkan Nama Perusahaan : 'L | | Sl

ATK-KUM-FR-01

IS0 8001 REGISTERED

DNV Certification B. V., The Netherlands

PT Asuransi Takaful Keluarga, .
Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790, T + 62 21 799 1234, 799 2345 F +62 21 799 1435
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PERNYATAAN

A. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan
1. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh :
e Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Premi yang saya setorkan sebagal dana
tabarru’ (dana kebajikan).
@ Saya setuju memberikan jasa (ujroh) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan

produk.

2. Berdasarkan akad Tabarru’ : | |
e Saya hibahkan seluruh premi yang dibayarkan oleh perusahaan/lembaga yang saya wakili sebagai dana tabarru’ untuk tujuan
tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.

® Saya setuju jika terdapat surplus dana tabarru’ maka alokasinya adalah : sebagai cadangan dana fabarru’, dibagikan kepada
peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

\

B. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan
1. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh

e Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana
tabungan dan dana fabarru’ (dana kebajikan).

e Saya setuju memberikan jasa (ujroh) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan
produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

2. Berdasarkan akad Mudharabah Musytarakah : | |
e Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana tabarru’
dalam program investasi.

® Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

3. Berdasarkan akad Tabarru’ :
e Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana fabarru’ yang besarnya sesuai ketentuan produk ‘untuk
tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.

e Saya setuju jika terdapat surplus dana tabarru’ maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepada
peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

Saya sebagai Calon Pemegang Polis dengan ini. menyatakan bahwa :
1. Seluruh karyawan/anggota/nasabah yang diajukan untuk menjadi Peserta Takaful dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
tidak dalam pengobatan dan atau perawatan dokter. , - f 2
2. Semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir ini beserta lampirannya adalah sesual dengan keadaan sebenarnya dan
saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri calon peserta yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya
terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Perjanjian ini.
3. Saya memahami dan menyetujui : _
a. Semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir ini beserta lampirannya adalah sebagai dasar perjanjian
dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
b. Tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan atas calon peserta bila diperlukan.
c. Perjanjian ini berlaku sejak kepesertaan disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan premi telah dibayar lunas.

20

Tanda Tangan

Nama Jelas dan Cap Perusahaan / Lembaga

Sebagai Saksi | Diisi oleh Admin. Cabang / CS
& = | PT Asuransi Takaful Keluarga

Diisi oleh Underwriter
PT Asuransi Takaful Keluarga

Nama Agen Diterima Tanggal Nomor Polis
| Cabang / Regional Tanggal Akseptasi :
Nomor Agen | | Dikirim ke Kantor Pusat tanggal :

Tanda Tangan : _ |
| _ Admin. Cabang / CS Kepala Cabang Underwriter

PT Asuransi Takaful Keluarga,
Graha Takaful Indonesia, JI. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790, T + 6221799 1234, 799 2345 F +62 21 799 1435

Tinjauan terhadap ..., Aurora Wina Muthmainnah, FH Ul, 2012
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